PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

JI. Ibu Ruswo No 3 A Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783 Fax (0274) 376783
EMAIL: gm@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE
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KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi bioraksi di seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan dengan diundangkannya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, maka dipandang perlu
menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Pada Sekretariat dan Jawatan
di lingkungan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kemantren
Gondomanan;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren
Gondomanan Kota Y ogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

4.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.  Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

8.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;

9.  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;


mailto:gm@jogjakota.go.id
mailto:upik@jogjakota.go.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

1. Bapak Walikota Y ogyakarta
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Y ogyakarta
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota

Yogyakarta

10. Peraturan Dearah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

12. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang
Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN KOTA
YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA KEMANTREN GONDOMANAN

Menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses pekerjaan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dilingkungan Kemantren
Gondomanan Kota Yogyakarta yang tertuang dalam lampiran Surat Keputusan
ini

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir
dalam Keputusan ini.

Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan
prosedur

Dengan ditetapkanya keputusan ini, maka Keputusan Camat Gondomanan
Nomor 035/KPTS/GM/IV/2022, 064/KPTS/GM/VI11/2022 dan
065/KPTS/GM/XI1/2022 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan
Gondomanan tidak berlaku lagi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 3 Mei 2023

Mantri Pamong Praja

ubarjilafis.1P,M.Si
NLg72X2411992031006




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
: 043/KPTS/IGM/V/2023

NOMOR
TANGGAL : 3 Mei 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA KEMANTRENGONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

NO NAMA SOP SEKSI/SUB BAGIAN KET.
1 | SOP KADO 17 GM Kepala Jawatan Umum
2 | SOP Layanan Akta Kelahiran Kepala Jawatan Umum
3 | SOP Layanan Akta Kematian Reguler Kepala Jawatan Umum
4 | SOP Perekaman data dan E-KTP Kepala Jawatan Umum
5 | SOP Update Status Kepala Jawatan Umum
6 | SOP Move On (Pindah penduduk) Kepala Jawatan Umum
7 | SOP Manten anyar Kepala Jawatan Umum
8 | SOP Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Kepala Jawatan Umum
9 | SOP Berakhir Sempurna (Layanan Akta Kepala Jawatan Umum
Kematian)
10 | SOP Keterangan Waris Kepala Jawatan Umum
11 | SOP Fasilitasi Permohonan Adminduk Secara Kepala Jawatan Umum
Daring
12 | SOP Fasilitasi Cetak KK dan Akta Kepala Jawatan Umum
13 | SOP Pelayanan permohonan informasi publik Kepala Jawatan Umum
14 | SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Kepala Jawatan Umum
Informasi Publik
15 | SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Kepala Jawatan Umum
Informasi Publik
16 | SOP lzin Penelitian Kepala Jawatan Umum
17 | SOP Dispensasi Nikah Kepala Jawatan Umum
18 | SOP Legalisasi KK dan KTP Kepala Jawatan Umum
19 | SOP Surat Keterangan Domisili Partai Politik Kepala Jawatan Keamanan,
Praja, Umum
20 | SOP Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung Kepala Jawatan Umum
(PBG)
21 | SOP Penyusunan Laporan SKM Kepala Jawatan Umum
22 | SOP Pelaksanaan Musrenbang Kepala Jawatan Praja
23 | SOP Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan Kepala Jawatan Praja
24 | SOP Pelaksanaan Piket Kantor Kepala Jawatan Keamanan
25 | SOP Pemberian Surat Rekomendasi Kegiatan Kepala Jawatan Keamanan
Masa PPKM
26 | SOP Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Kepala Jawatan Keamanan,
Ketertiban Umum
27 | SOP Pemantauan dan Pemeliharaan CCTV Kepala Jawatan Keamanan
Kampung Wilayah Kemantren Gondomanan
28 | SOP Permintaan Rekaman CCTV Kampung Kepala Jawatan Keamanan
Wilayah Kemantren Gondomanan
29 | SOP Pendampingan Permohonan OSS Kepala Jawatan Kemakmuran
30 | SOP Penarikan Retribusi Kebersihan PKL Kepala Jawatan Kemakmuran
31 | SOP Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti Ka. Sub Bagian Umum dan
Tahunan Kepegawaian
32 | SOP Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
33 | SOP Penilaian E-PKP Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
34 | SOP Surat Masuk E-office Ka. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian




35 | SOP Surat Keluar E-office Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
36 | SOP Penerimaan Tamu Kedinasan Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
37 | SOP Penatausahaan Barang Persediaan Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
38 | SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
39 | SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
40 | SOP Penatausahaan Barang Inventaris Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
41 | SOP Pinjam Arsip Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
42 | SOP Penggunaan Ruang Rapat Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
43 | SOP Rekonsiliasi Barang Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
44 | SOP Permohonan Surat Keputusan Mantri Ka. Sub Bagian Umum dan
Pamong Praja Kepegawaian
45 | SOP Transaksi Non Tunai Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
46 | SOP Pengajuan SPJ Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
47 | SOP Evaluasi Perencanaan Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
48 | SOP Pelaksanaan Verifikasi SPJ Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
49 | SOP Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
50 | SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
51 | SOP Pengumpulan Data Kinerja Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
52 | SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Ka. Sub Bagian Keuangan
SKPD dan PEP
53 | SOP Penatausahaan Pengeluaran Ganti Uang (GU) Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
54 | SOP Peminjaman Barang Inventaris Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
55 | SOP Penatausahaan Pengeluaran Langsung (LS) Ka. Sub Bagian Keuangan
dan PEP
56 | SOP Penatausahaan Pengeluaran Uang Persediaan Ka. Sub Bagian Keuangan
(UP) dan PEP
57 | SOP Penatausahaan Pengeluaran Tambah Uang Ka. Sub Bagian Keuangan

(TU)

dan PEP




LAMPIRAN



LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN KADO 17 GM



Nomor SOP 04/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 14 Mei 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA Judul SOP Perekaman Data dan E-KTP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Kepala Jawatan Umum ((S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,

1. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan ) )
S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen)
Pencatatan Sipil 2 Penelaah Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 3 Pengolah Data dan Informasi : D3

Secara Daring
3. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis

Elektronik

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP Perekaman data penduduk Alat Tulis Kantor
r 2. SOP Pengisian SKM Komputer dengan aplikasi perekaman data penduduk

1.
r
2.
o .
3. Printer
r
4,
r
5.

HP android

Form SKM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KADO 17 GM tidak dapat tersampaikan Buku register pendaftaran penduduk

dan informasi terpadu untuk remaja tidak tepat sasaran




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala .
No Kegiatan Fungsional Operator Keterangan
Jawatan 9 GISA Pemohon . P . Kelengkapan Waktu Output
Umum Dindukcapil
Umum
Data warga usia 17
Pada awal tahun yang bersangkutan Kepala Jawatan Umum tahug, f(;ara
Kemantren meminta data warga yang berusia 17 tahun ke ( } mendattar . . |Data warga
1 ) L permohonan dan 5 hari kerja .
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta usia 17 Tahun
melalui surat nomor WA
' Dindukcapil :
082137589077
Data warga usia 17
tahun, cara
Setelah data dari Dindukcapil Diterima, Fungsional Umum Hj mendaftar Surat
2 |membuat surat pemberitahuan untuk perekaman E-KTP permohonan dan [120 menit  [Pemberitahuan
pemula dan diserahkan kepada Kepala Jawatan Umum nomor WA perekaman
Dindukcapil :
082137589077
Kepala Jawatan Umum menyerahkan surat [.)emben.tahuan dan E 1 Surat . Pemberitahuan Faasilitasi
3 |paket KADO 17 GM ke Kader GISA untuk disampaikan kepada T Pemberitahuan 120 menit  |dan paket GISA
warga dan dilampiri undangan dari GISA KADO 17 GM
Warga menerima surat pemberitahuan yang berisi syarat N| Persyaratan Pemberitahuan
4 |permohonan pencetakan E-KTP dan mengirimkan WA untuk permohonan E- 10 menit dan paket
mendaftar perekaman E-KTP KTP baru : KK Asli KADO 17 GM
Jika sudah terdaftar pemohon akan menerima pemberitahuan Tidak A
. . .o . Ya Persyaratan
hari/tanggal dan jam perekaman di Dindukcapil Kota . .
5 i permohonan E- 15 menit Pemberitahuan
Yogyakarta, Jika kuota sudah penuh maka pemohon harus \/ .
. . KTP baru : KK Asli
mengulang hari berikutnya
Pemohon datang ke Dindukcapil Kota Yogyakarta untuk Persyaratan sesuai
6 melakukan perekaman E-KTP dan pencetakan E-KTP baru permohonan E- Dindukcapil Rekam data
P P KTP baru : KK Asli P
Petugas mencetak E-KTP jika pemohon sudah berusia 17 Tidak sesuai
7 [tahun jika sudah mencapai usia 17 tahun, Jika belum Pemberitahuan Dindukecanil E-KTP
mencapai usia 17 tahun E-KTP belum bisa dicetak ihdukcapt
8 Operator Dindukcapil Menyerahkan E-KTP Pemula kepada QJ Pemberitahuan 5 menit E-KTP

pemohon




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN AKTA KELAHIRAN



: Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan : : Keterangan
Pemohon | DinDukCapil Kelengkapan Waktu Output
Persyaratan permohonan
Akte Kelahiran : Jika pemohon kesulitan
) . oo 155 i 1. KTP Orang Tua Bayi dalam permohonan secara
F’emo on (orang .tu.a) mendown oa. J an men 7?1. ar 2. Surat Keterangan Lahir dari mandiri dapat datang ke
jika belum memiliki akun JSS, login ke akun JSS pilih RS Kemantren untuk
1 |menu Kepgndudukan q§n Pencatatan Sipil pilih menu 3. Surat Nikah Orang Tua 30 menit berkas didampingi dalam.
Akta Kelahiran, Mengisi data pemohon berupa data - . persyaratan permohonan adminduk,
. . . Bayi . . .
ibu, data ayah, data saksi-saksi dan Upload berkas 4 KK asli jika didampingi oleh
persyaratan : asil . petugas Kemantren tidak
5. KTP 2 orang saksi yang perlu melampirkan surat
6. Surat kuasa juka pemohon kuasa
bukan orangtua bayi
petugas akan melakukan pengecekan data. Jika
o |semua persyaratan sudah lengkap, maka akan Tidak Persyaratan permohonan Akte 5 menit berkas
disetujui oleh admin, Jika persyaratan kurang pemohon \ Kelahiran persyaratan
harus melengkapi
Ya
. waktu
Jika berkas persyaratan sudah lengkap maka akan Persyaratan permohonan Akte ) berkas
3 diproses oleh petugas Dindukcapil Kelahiran menyesuaikan persyaratan
Dindukcapil
Dokumen kependudukkan (KK/Akte) yang sudah Jika pemohon kesulitan
. . . . o dalam mencetak secara
selesai dan bisa dicetak akan muncul notifikasi di Persvaratan permohonan Akte Akta Kelahiran diri. bisa dat K
4 |email atau WA berupa file pdf untuk kemudian di y P 15 menit » [mandiri, bisa datang ke

cetak, untuk KIA akan dikirim ke alamat pemohon
melalui pos

Kelahiran

KK, KIA

kemantren unuk dibantu
mencetak Dokumen
adminduk




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR . 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN AKTA KEMATIAN






KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 03/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 14 Mei 2019

Tanggal Reuisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

Judul SOP SOP Layanan Akta Kematian

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
Peraturan Pemerintah Rl No 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013

2. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring

Kepala Jawatan Umum ((S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,
S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen)

2 Penelaah Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
3 Pengolah Data dan Informasi : D3

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor

F

(4. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis 2. Komputer dengan aplikasi perekaman data penduduk
Elektronik 3. Printer
(4. HP android
KETERKAITAN 5. Form SKM

1. SOP Perekaman data penduduk
(2. SOP Pengisian SKM

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemohon harus melalui tahapan yang lebih panjang karena
harus ke Dinas Kependudukan dan Penjatatan Sipil sendiri

Buku register pendaftaran penduduk




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangatr|
e Pemohon Petugas Din. DukCapil Kelengkapan Waktu Output e
Kelurahan
Akta Kematian Percepatan
Persyaratan permohonan Akte
Pelapor (ahli waris) menyiapkan seluruh persyaratan Kematian : KK, KTP yang
dokumen kematian, B.I|a warga meninggal di rumah, pelapor :r! bersangkutah, KTP.suamlllstn, |penyerahan
1 |melaporkan dan meminta Surat Keterangan Kematian dari Surat Kematian dari 15 menit berkas
Puskesmas atau surat Keterangan Kematian yang di RS/Puskesmas/Klinik atau surat
tandatangani ketua RT setempat Keterangan RT jika meninggal
dirumah
pelapor langsung ke kelurahan untuk menyerahkan Y
dokumen permohonan akta kematian, Jika kurang lengkap ! / Persyaratan permohonan Akte _|penyerahan
2 ) . . . tidak . 15 menit
dikembalikan untuk dilengkapi \ Kematian berkas
Petugas Kelurahan menerima berkas permohonan akta Ya
3 kematian kemudian Kelurahan membuat Surat Keterangan Persyaratan permohonan Akte 5 menit penyerahan
dan Surat Pengantar Kematian, kemudian mengirim ke WA kematian, Surat Pengantar berkas
Grup untuk pengurusan akta kematian
Petugas Dlndgkcapll memproses akta kematian. Setelah Persyaratan permohonan Akte |1 hari | penyerahan
4 |proses selesai, Operator SIAK menyerahkan Akta kematian. Surat Penaantar Keria berkas
Kematian, KK, KTP ahli wars ke Petugas Kelurahan ' 9 !
Petugas Kelurahan Mengambil Akta Kematian, KK, KTP Persy.aratan permohonan Akte 7 hari Lembar
5 ) . Kelahiran, Surat Pengantar dan . .
ahli waris . Kerja  |pengambilan
Surat Keterangan Kelahiran
Akta Kematian, KK dan KTP bagi ahli waris diserahkan Persyaratan permohonan Akte
ada saat pemakaman Jenazah apabila kejadian kematian . .. |Lembar
6 P . P L P ) E Kelahiran, Surat Pengantar dan |5 menit .
terjadi pada hari itu juga pengambilan

Surat Keterangan Kelahiran




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEREKAMAN DATA DAN E-KTP



Nomor SOP 04/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 14 Mei 2019

Tanggal Reuisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA Judul SOP Perekaman Data dan E-KTP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Kepala Jawatan Umum ((S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,

1. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan . .
S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen)

Pencatatan Sipil 2 Penelaah Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 3 Pengolah Data dan Informasi : D3

Secara Daring
3. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis

Elektronik
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Perekaman data penduduk 1. Alat Tulis Kantor

(2. sop Pengisian SKM 2. Komputer dengan aplikasi perekaman data penduduk
3. Printer
(4. HP android
5. Form SKM

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KADO 17 GM tidak dapat tersampaikan Buku register pendaftaran penduduk

dan informasi terpadu untuk remaja tidak tepat sasaran




Mutu Baku

No Kegiatan - Keterangan
Pemohon perator Dindukcag Kelengkapan Waktu Output
. Persyaratan
Permohon Menyiapkan persyaratan untuk perekaman KTP ( \ . .
1 ) yiap persy . P J Perekaman KTP : 10 menit Pemberitahuan
dan mengajukan permohonan melalui JSS S
KK, aplikasi JSS
o Tidak
Mengisi form permohonan dan mengunggah syarat /
2 |perekaman, jika persyaratan sudah memenuhi akan disetujui Surat Pemberitahuan|10 menit Pemberitahuan
olah admin, jika belum pemohon melengkapi v
a
|
Pemohon datang ke Dindukcapil Kota Yogyakarta dengan Persyaratan .
. . . sesuai .
3 [menunjukan riwayat permohonan melalui JSS untuk ) permohonan E-KTP Dindukcail Pemberitahuan
melakukan perekaman E-KTP dan pencetakan E-KTP baru baru : KK Asli P
Petugas merekam dan mencetak E-KTP jika pemohon sudah Tidak / Persyaratan sesuai
4 |berusia 17 tahun jika sudah mencapai usia 17 tahun, Jika permohonan E-KTP Dindukcanil Pemberitahuan
belum mencapai usia 17 tahun E-KTP belum bisa dicetak \ baru : KK Asli P
Ya Persyaratan sesuai
5 |Pemohon menerima E-KTP < >< permohonan E-KTP ; - |E-KTP
Dindukcapil

baru : KK Asli




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UPDATE STATUS (PEMBARUAN DATA KK)



Nomor SOP 05/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA Judul SOP Update Status (Pembaruan Data KK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan 1 Memahami pelayanan kependudukan
" 2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan 2 Memahami cara perekaman data penduduk
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Secara Daring
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis
Elektronik

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP Perekaman data penduduk
(2. SOP Pengisian SKM

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer dengan aplikasi perekaman data penduduk
3. Printer
4
5

. HP android
f . Form SKM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, peohon terhambat untuk update data kependudukan dan memperoleh Buku register pendaftaran penduduk

KK yang baru




: Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pemohon Operator Kelengkapan Waktu Output
Persyaratan Perekaman
1 Permohon Menyiapkan persyaratan untuk Permohonan KK dan KTP : KK, nomor WA 5 menit Pemberitahuan
mengirimkan WA ke No. Admin Dindukcapil bagian KK r/ Dindukcapil :
082137589077
Apabila Kuota masih memenuhi pemohon akan mendapatkan Link / Persyaratan permohonan
Pemohon di persilakan untuk mengklik link tersebut dan kemudian Tidak KK baru dan dokumen
2 mengisi data-data serta keperluan . Kemudian tekan daftar untuk \ perubahan bodata yang sesuai Pemberitahuan
mendapatkan token dan nomor antrian, jika kuota sudah penuh pemohon sesuai, surat kehilangan Dindukcapil
mendaftarkan lagi hari berikutnya pemohon mengirimkan dokumen dari kepolisian bagi KK
pendukung ke layanan WA , maka yang Hilang
Setelah mendapatkan token dan nomor antrian maka, pemohon akan di va
arahkan ke nomor WA lain, kemudian klik kirim nomor token, Setelah H sesuai
3 |dikirim Tunggu balasan dari nomor WA tersebut, karena admin akan Persyaratan permohonan Dindukcanil Token
menginformasikan Syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi P
nemohaon
4 | Pemohon mengirimkan persyaratan melalui WA I Persyaratan permohonan sesua Pemberitahuan
g persy — y P Dindukcapil
petugas akan melakukan pengecekan data. Jika semua persyaratan / sesuai
5 |sudah lengkap, maka akan disetujui oleh admin, Jika persyaratan kurang Persyaratan permohonan Dindukcanil Pemberitahuan
pemohon harus melengkapi Tidak \ P
. . . . . . . . Ya .
6 pemohon akan diberikan resi dlgltgl .Pendaftaran via WA dan diberi Ej Persyaratan permohonan sgsual . Resi Didital
petunjuk untuk pencetakkan mandiri. Dindukcapil
Dokumen kependudukkan (KK/Akte) yang sudah bisa dicetak akan .
. oo . i . . . sesuai
7 |muncul notifikasi di email atau WA berupa file pdf untuk kemudian di (:‘ Printer, Kertas A4 80 gram Dindukcapil KK baru

cetak secara mandiri




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MOVE ON (PINDAH PENDUDUK)



Nomor SOP 06/SOP/GM/IV/2020

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh
MANTRI PAMONG PRAJA

FRREN GONDOMANAN

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA

Judul SOP MOVE ON (PINDAH PENDUDUK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis

Kepala Jawatan Umum ((S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,
S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen)

2 Penelaah Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

3 Pengolah Data dan Informasi : D3

Elektronik
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Update status 1. Alat Tulis Kantor
M2, 2. Komputer/ HP Android
3. Printer
(4. Buku Register
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pindah penduduk terhambat dan adanya pengaduan dari masyarakat

JSS Pelayanan KEMANTREN dan Kelurahan




Pelaksana

No Kegiatan Keterangan
. Pemohon Opsellra\alzor Kelengkapan Waktu Output S
Pindah Antar dan antar Propinsi/Kabupaten
Permohon Menyiapkan persyaratan untuk mutasi penduduk
1 [dan mengirimkan WA ke No. Admin Dindukcapil bagian l .|
Mutasi Persyaratan :
1. KK Asli
2. KTP Asli
3. Surat Pernyataan RT (disediakan
Apabila Kuota masih memenuhi pemohon akan / Ze;i?;?tszisa apabila penaurusan Formulir
mendapatkan Link Pemohon di persilakan untuk mengklik di.wakilkan P peng 10 menit Pindah terisi,
link tersebut dan kemudian mengisi data-data serta Tidak \ . - . Dokumen
. Pindah antar Propinsi/ Kabupaten :
2 |keperluan . Kemudian tekan daftar untuk mendapatkan 1. KK Asl lengkap
token dan nomor antrian, jika kuota sudah penuh pemohon Ya '
AN - 2. Pas foto 3x4 berwarna 1 lembar
mendaftarkan lagi hari berikutnya pemohon mengirimkan .
3. Surat Kuasa apabila pengurusan
dokumen pendukung ke layanan WA , maka ; .
diwakilkan
4. HP Android
No. WA Mutasi Penduduk :
082137589077
Komputer SIAK, Printer, Form Pindah,
. I . Waktu Surat
Operator memproses surat pindah dan dikirimkan ke email Form KK )

3 emohon Menyesuaikan Keterangan
P Din Dukcapil Pindah
Pemohon Mencetak sendiri Surat Pindah dan membawa E Komputer, ATK Waktu Surat

4 |berkas persyaratan berupa KK, KTP ke Dinas Menyesuaikan Keterangan
Kependudukan dan Catatan Sipil Tujuan Din Dukcapil Pindah

Waktu

Jumlah Waktu Penyelesaian

Menyesuaikan
Din Dukcapil




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MANTEN ANYAR (PAKET NIKAH)



Nomor SOP 07/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 23 September 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

KEMANTREN GONDOMANAN

MANTRI PAMONG PRAJA

KOTA YOGYAKARTA

Judul SOP Paket Nikah (Manten Anyar)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

3. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 713 Tahun 2018
Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis
Elektronik

1 Memahami pelayanan kependudukan

2 Memahami cara Pendaftaran pernikahan

3 Memahami cara pencatatan pernikahan dalam buku register
4 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. Pembaruan biodata
2. register pernikahan

1. Alat Tulis Kantor
Ir2. Komputer
'3. Printer

Ir4. Form KK, KTP dan form Perubahan Biodata

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, Pencatatan pernikahan terhambat dan
pembaruan data mempelai tidak terlaksana

Buku register pernikahan




Pelaksana

Pemohon

No Kegiatan Petugas Keterangan
(mempelai Laki- | RT dan RW Kelurahan KUA Kecamatan Kelengkapan Waktu Output
laki/Perempuan)

1 Calon mempelai Laki-laki Mempersiapkan persyaratan untuk C}
mengurus surat untuk menikah Persyaratan Pengantar nikah : Surat
10 menit |Pengantar RT
Calon mempelai Laki-laki datang ke RT dan RW domisili (sesuai 1. Pengantar RT RW dan RW
2 KTP) untuk mendapatkan surat pengantar untuk menikah 2. Salinan digital KTP dan KK calon mempelai, Orang tua
Calon Pengantin dan Wali nikah
Calon Mempelai laki-laki ke Kelurahan setempat untuk 3. Salinan digital Akta kelahiran calon mempelai
mendapatkan Formulir Surat Pengantar Perkawinan yang \ 4. Salinan digital Akia nikah orangtua calon mempelai Formulir Surat
3 dffandafangam Lurgh, pelugas kelurahan memeriksa apakah daa / perempuan (khusus Anak Perempuan Pertama) 15 menit |Pengantar
di KK sudah sesual atau belum, apabila bel.l.Jm pemohon har.us Tidak 5. Salinan digital Akta Kematan (bila Ayah telah Perkawinan
memperbarui data pada KK di Kecamatan, jika sudah sesuai 6. Folo berwarna denaan latar biru ukuran 3 x 4 2 lbr
petugas kelurahan mencetakan Form Surat Pengantar Perkawinan Ya ’ g
7. suratizin dari orang tua jika usia caten kurang dari 21 KK. Surat
Petugas Kecamatan memperbarui perubahan data dari calon tahun . '
4 u 15 menit |Keterangan
mempelai dan mencetak KK yang baru
KTP
Petugas Kelurahan memproses dan mencetak formulir Surat LL 8. Salinan digital akta perceraian dalam hal status calon Formulir Surat
5 Pen gantar Perkawinan P J pengantn cerai hidup 10 menit |Pengantar
g Perkawinan
Calon Mempelai laki-laki ke KUA setempat untuk mendapatkan 8. Salingn digitgl akt.a kematian dalam hal status calon
¢ |rekomendasiNikah dengan membawa KK calon mempelai pengantin cerai mat 15 menit | Rekomendasi
perempuan, kemudian berkas yang sudah lengkap diserahkan ke Nikah
calon mempelai perempuan |
Calon mempelai perempuan datang ke RT dan RW dengan 10. Salinan digitallsurat kepu?usan. dari pengadilan dalam Surat
7 |membawa berkas dari Calon Mempelai laki-laki untuk mendapatkan hal calon pengantin akan poligami 10 menit |Pengantar RT
Surat Keterangan untuk menikah dan RW
11. Salinan digital N1 dan N4 dari calon pengantin laki- Surat
Calon mempelai Perempuan datang ke RT dan RW domisili (sesuai | ; .
6 laki 10 menit |Pengantar RT
KTP) untuk mendapatkan surat pengantar untuk menikah
dan RW
. suratizin dari orang tua jika usia caten kurang dari 21
Calon mempelai perempuan datang ke Kelurahan setempat untuk 3 tahun
mendaftarkan Formulir Surat Pengantar Perkawinan yang Tidak Formulr Surat
ditandatangani Lurah, petugas kelurahan memeriksa apakah data ;
9 | ) " ) 10 menit  |Pengantar
di KK sudah sesuai atau belum, jika sudah sesuai petugas Perkawinan
kelurahan mencetakan Form Surat Pengantar Perkawinan, apabila
belum pemohon harus memperbarui data pada KK di Kecamatan Ya
Ej KK, Surat
Petugas Kecamatan memperbarui perubahan data dari calon . ura
10 . 10 menit  |Keterangan
mempelai dan mencetak KK yang baru KTP
Petugas Kelurahan memproses dan mencetak formulir Surat I:/,: Form Surat
11 Pengantar

Pengantar Perkawinan

Perkawinan




12

Calon mempelai ke KUA untuk mendafarkan rencana pernikahan
dengan membawa berkas dari calon mempelai laki-laki, petugas
KUA memeriksa apakah pelaksanaan pernikahan kurang dari 10
hari dari pendaftaran maka harus melampirkan surat dispensasi
nikah dari Kecamatan

Ya

10 menit

Surat
Dispensasi
Nikah

13

Calon Mempelai ke Kecamatan untuk mendapatkan surat
rekomendasi camat, FO Mencetak surat dispensasi nikah dan
ditandatangani camat

Tidak

10 menit

Surat
Dispensasi
Nikah

14

Calon Mempelai perempuan ke KUA setempat untuk mendaftarkan
kehendak nikah dengan membawa berkas dari calon mempelai laki-
laki

)

15 menit

penyerahan
berkas

15

KUA menyerahkan/menginformasikan nomor akta pernikahan dan
FC buku nikah kepada Petugas Kecamatan untuk dapat dicetakan
KK dan KTP baru yang telah diperbarui status pernikahannya

10 menit

No buku
nikah, FC
buku nikah

16

Petugas Kecamatan menyerahkan KK dan KTP baru beserta
Formulir Permohonan KK, KTP, perubahan biodata ke KUA

10 menit

KK, KTP

17

Mempelai menyerahkan KK, KTP asli yang lama kemudian Ka.
KUA/camat menyerahkan buku nikah, KK dan KTP baru yang
diserahkan pada saat akad nikah dengan menandatangani
permohonan KK dan KTP

A

10 menit

Buku Nikah,
Kartu Nikah,
KK, E-KTP




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 08/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

Judul SOP

TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

1 Memahami pelayanan Pindah Penduduk
2 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat
3 Memahami cara penggunaan JSS

Masyarakat
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban 1. Alat Tulis Kantor
'2. Ir2. Komputer
3. Printer
(4. Buku Register
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik

buku Register, Lembar Pengaduan, JSS UPIK




No

Kegiatan

Pelaksana

Warga

Fornt Office/
Admin JSS

Mantri
Pamong
Praja

Kepala
Jawatan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Warga/Lembaga datang ke Kemantren / Melalui UPIK/JSS
untuk mengadukan permasalahan

Komputer, ATK

Front Office /Admin JSS menerima Pengaduan Jika sesuai
dengan kewenangan Kemantren Gondomanan, mencatat di
lembar pengaduan dan meneruskan ke Camat, jika bukan
kewenangan Kemantren, maka pengaduan ditolak dan
warga diarahkan ke Dinas Teknis Terkait

N

Tidak

Ya

N

Komputer, ATK

10 menit

Camat menerima lembar pengaduan dan mendisposisi
pengaduan kepada Kepala Seksi yang sesuai dengan
tupoksi pengaduan

Komputer, ATK

10 menit

Kepala seksi, petugas lapangan/BKO menindaklanjuti
dengan pengecekan lokasi, konfirmasi kepada pengadu,
melakukan tindakan sesuai dengan tupoksi dan
kewenanganya atau koordinasi dengan dinas terkait

TidakK

B!
o)

Komputer, ATK

960 menit

Memberikan Laporan Kepada Camat tentang tindak lanjut
pengaduan yang sudah dilaksanakan, camat memberikan
paraf pada lembar pengaduan jika tindak lanjut sudah
selesai dan dikembalikan ke Kepala Seksi jika
permasalahan belum selesai ditangani

Y

Komputer, ATK

10 menit

Lembar Pengaduan dikembalikan ke FO untuk dicatat
dibuku register pengaduan dan diarsip di Jawatan Umum

Ya

Komputer, ATK

10 menit

Memberikan Balasan/laporan penyelesaian pengaduan ke
Warga melalui Surat/ Telepon/ WA

Komputer, ATK

10 menit

Jumlah Waktu Penyelesaian

1020 menit




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BERAKHIR SEMPURNA
(LAYANAN AKTA KEMATIAN)



Nomor SOP 09/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 23 September 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA

EN GONDOMANAN

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA SOP Berakhir Sempurna (Layanan Akta Kematian

Judul SOP Daring)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 1 Memahami pelayanan kependudukan
Tentang Adminstrasi Kependudukan 2 Memahami cara perekaman data penduduk
" 2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan 3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
"3. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring
" 4. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis
Elektronik PERALATAN /PERLENGKAPAN
Keterkaitan
1. SOP Kematian Reguler 1. Alat Tulis Kantor
2. 2. Komputer / HP Android
"3. Printer
(4. Form SKM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemohon harus melalui tahapan yang lebih panjang karena Buku register pendaftaran penduduk

harus ke Dinas Kependudukan dan Penjatatan Sipil sendiri




) Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan - - Keterangan
Pemohon DinDukCapil Kelengkapan Waktu Output
REGULER
Pelapor adalah keua RT atau
. Persyaratan permohonan Akte ahli waris (suami/istri/anak),
Pelapor menyiapkan seluruh persyaratan dokumen )
. . . Kematian : KK, KTP yang
kematian, login ke akun JSS pilih menu bersanakutan. KTP suamifistri
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pilih menu Fj grutan, ) . . berkas
1 . L KTP Saksi, Surat Kematian dari 30 menit
Akta Kematian, kemudian isi data pemohon, data L persyaratan
) . . . RS/Puskesmas/Klinik atau surat
kematian, data ibu, data ayah, data saksi-saksi .. :
. Keterangan Lurah jika meninggal
jika sudah lengkap upload berkas persyaratan .
dirumah
/V Surat Keterangan Kematian
Tidak .
ng dikeluarkan oleh Lurah
petugas akan melakukan pengecekan data. Jika Persyaratan permohonan Akte . berkas yang dikeluarkan oleh Lura
2 K h lenakani K . 5 menit berdasarkan Dokumen
persyaratan kurang pemohon melengkapi ematian persyaratan kependudukan ybs, dengan
Ya syarat :
jika semua persyaratan sudah lengkap, maka 1. Surat Pengantar RT diketahui
akan disetujui oleh admin dan diproses oleh RW atau Surat Pernyataan
petugas Dindukcapil Kematian dari Ahli Waris
ditandatangani 2 org saksi dan
Persyaratan permohonan Akte — berkas [diketahui RT dan RW
3 Kematian 3 hari kerja ersyaratan
persy 2. Salinan Digital KTP yang
meninggal
3. Salinan Digital KK yang
meninggal
Jika pemohon kesulitan dalam
mencetak secara mandiri, bisa
( >= datang ke kemantren unuk
dibantu mencetak Dokumen
Dokumen kependudukkan (KK/Akte) yang sudah Akta adminduk, Jika pemohon
4 selesai dan bisa dicetak akan dikirimkan ke Persyaratan permohonan Akte 15 menit Kematian, kesulitan dalam permohonan
pemohon berupa file pdf untuk kemudian di cetak, Kematian KK, KTP-EL |secara mandiri dapat datang ke
untuk KTP-EL suami/istri diambil di Dindukcapil suamifistri  [Kemantren untuk didampingi

dalam permohonan adminduk,
jika didampingi oleh petugas
Kemantren tidak perlu
melampirkan surat kuasa




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KETERANGAN WARIS



Nomor SOP 10/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA Judul SOP Surat Keterangan Waris
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 1 Memahami pelayanan kependudukan
Tentang Adminstrasi Kependudukan 2 Memahami cara perekaman data penduduk
" 2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan 3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring

4, Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis

Elektronik
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. 1. Alat Tulis Kantor
2. 2. Komputer
I"3. Printer
(4. Form SKM
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, bisa menimbulkan permasalahan antara ahli waris Buku register umum




Pelaksana Mutu Baku
f Kepala Mantri
No Kegiatan Petugas Petugas Keterangan
J Pemohon J J Jawatan Pamong Kelengkapan Waktu Output 9
Kelurahan Kemantren .
Umum Praja
Syarat Surat Keterangan Waris :
1 Salinan digital Akta Kematian/ Surat
Kematian Syarat Utama
2 Salinan digital KTP dan KK/ Akta kelahiran saksi harus
ahli waris mengetahui
Salinan digital Sertifikat yang dijadikan silsilah keluarga
3 warisan jika untuk turun waris tanah dan atau dibuktikan
Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas Surat bangunan secara lisan atau
- . ) . . Berkas |tertulis, FC. SPT
1 [Keterangan Waris bermaterai cukup yang sudah di tandatangani Surat Pernyataan dari saksi tentang 10 menit permohonan|PBB tahun
i i i 4 . . .
oleh semua ahli waris, saksi, RT/RW dan stempel RT/RW hubungan keluarga ahli waris dengan pewaris terakhir dan
Tidak 5 Salinan digital KTP 2 orang saksi sudah“dlbayar
lunas jika obyek
6 Surat Pernyataan rela tidak menerima warisan berupa
warisan jika ada ahli waris yang merelakan tanah dan atau
FC. KTP yang diberi kuasa apabila bangunan
7 kepengurusan di kuasakan pihak selain ahli
waris
Petugas Kelurahan mengecek semua persyaratan dan tanda Y Sur_at Keterangan
tangan para ahli waris, RT, RW dan stempel RT, RW / vyans harus .
mencocokan semua data ahli waris sesuai KTP, jika sudah Syarat Surat Keterangan Waris, Cek list -|penyerahan dltandatanganl
2 : : : 15 menit oleh Mantri
lengkap di tanda tangani oleh Lurah dan di stempel Kelurahan, Persyaratan berkas .
apa bila salah satu syarat kurang atau belum di tanda tangani Ya P_among Pr_aja,
oleh salah satu ahli waris berkas dikembalikan ke pemohon Jika MPF tidak
+ berada di kantor,
Pemohon membawa berkas ke Kecamatan untuk Syarat Surat Keterangan Waris, Cek list . Surat Petugas
3 |, . 15 menit{Keterangan |Kemantren akan
ditandatangani oleh Camat Persyaratan .
Waris menyarankan
Petugas Kecamatan memberi cek list pada berkas dan untu!<
mengecek semua persyaratan, tanda tangan para ahli waris, 4 Surat meninggalkan
4 |RT. RW dan stempel RT, RW mencocokan semua data ahli \ Ya Syarat Surat Keterangan Waris, Cek list 15 menil Keterangan berkas q.an
waris sesuai KTP, jika sudah lengkap diserahkan ke Kepala Persyaratan We ‘:i angan |memberi kabar
Jawatan Umum untuk diparaf, jika persyaratan belum lengkap Tidak \/ ans kepada pemohon

akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

jika surat
keterangan waris
sudah
ditandatangani

MPP




Ya

Kepala Jawatan Umum memeriksa ulang dan memberikan paraf Syarat Surat Keterangan Waris, Cek list 5 menit iutrat
i eterangan
ada cek list persyaratan Persyaratan -
p persy Y Waris
. . \ 4 ) ] Surat
Mantri Pamong Praja tanda tangan pada surat keterangan Syarat Surat Keterangan Waris, Cek list .
- 5 menit [Keterangan
Waris Persyaratan -
Waris
Petugas Kemantren mecatat di register kemudian meminta
) . . Surat
pemohon memfoto copy berkas keterangan waris sebelum Syarat Surat Keterangan Waris, Cek list )

. ) . ) 5 menit (Keterangan
distempel dinas dan menyerahkan FC ke Kemantren sebagai Persyaratan, stempel dinas Waris
arsip kemudian petugas memberi stempel Kemantren
Berkas Waris diserahkan kembali ke Pemohon, P . . . .

erkas Waris diserahkan kembali ke Pemohon, Petugas Surat Keterangan waris dan arsip 5 menit |Arsip

Kemantren Mengarsip berkas waris




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAMPINGAN LAYANAN ADMINDUK DARING



Nomor SOP 11/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 05 April 2021

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

KEMANTREN GONDOMANAN

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

KOTA YOGYAKARTA

PENDAMPINGAN LAYANAN ADMINISTRASI
Judul SOP KEPENDUDUKAN DARING

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan walikota
Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis

1 Memahami pelayanan Adminduk Secara Daring
2 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

Elektronik
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Mowe on f 5. SOP Layanan 5 in 1 Kelahiran 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Perekaman r 6. SOP Layanan Akte Kematian Reguler 2. Komputer / HP Android

3. sop Update status
4. SOP KADO 17 GM

r3. Printer
(4. Buku Register

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Adminduk tidak terlayani sesuai waktu, Masyarakat tidak
bisa mendapatkan layanan Adminduk secara daring dan harus ke Din Duk Capil

Buku register Permohonan Adminduk




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i Keterangan
< Pemohon Petugas Opgrator/Adrpm Kelengkapan Waktu Output g
Kemantren Dindukcapil
Persyaratan
Khusus untuk pemohon
Permohon datang ke Kemantren Gondomanan dengan pengajuan dokumen yang tidak bis:
1 mem.b.awa gersyaratan untuk Permo.honan Dokumen ( \ Kependudukan, surat 5 menit Pemberitahuan |pengajuan permohonan
Administrasi Kependudukan ssesuai ketentuan J kuasa untuk .
turan perundang undangan pengajuan secara secara online dan atau
perd . tidak memiliki HP android
online
Petugas Kemantren menerima berkas permohonan, s
. . Persyaratan
memeriksa kelengkapan persyaratan Apabila syarat Y .
: Tidak a pengajuan dokumen
lengkap petugas Kemantren membantu Mengajukan Kependudukan. surat _|sesuai
2 |permohonan dokumen administrasi kependudukan P ' . . |Pemberitahuan
. kuasa untuk Dindukcapil
sesuai kebutuhan pemohon dan mengunggah .
o ' . s pengajuan secara
dokumen persyaratan melalui sistem internet/aplikasi .
. online
yang ditentukan
Admin/operator DinDukcapil memproses permohonan /
akan melakukan pengecekan data. Jika s_emug . Tidak Persyaratan sesuai .
3 |persyaratan sudah lengkap, maka akan disetujui oleh . . |Pemberitahuan
: . . permohonan Dindukcapil
admin dan permohonan diproses Jika persyaratan
kurang pemohon harus melengkapi
Petugas Kemantren menginformasikan pengajuan Ya
4 dokumen admlqlstra3| kependudukan. telah berhasil Persyaratan sgsual _ |Pemberitahuan
dan menyampaikan waktu penyelesaian dokumen permohonan Dindukcapil
sesuai informasi dari Dindukcapil Ya
jika lebih dari 2 hari kerja pemohon belum \ Persvaratan 2 hari kerja/ EO/Z§tug§Z Kemantren
5 |mendapatkan resi, maka FO akan menghubungi Y sesuai Pemberitahuan gor |naS|. ?ngan o
. . permohonan . . Dindukcapil jika terjadi
Dukcapil untuk konfirmasi ulang Dindukcapil
Tidak kendala
Dokumen kependudukkan (KK/Akte) yang sudah bisa
dicetak akan muncul notifikasi di email atau WA sesuai
6 |berupa file pdf untuk kemudian di cetak oleh petugas Printer, Kertas A4 80 g KK/akte baru

Kemantren, untuk KTP dan KIA diambil oleh pemohon
di DinDukcapil Kota Yogyakarta

Dindukcapil




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI CETAK KK DAN AKTA



Nomor SOP 12/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 05 April 2021
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOMANAN NYP#57207111992031006
KOTAYOGYAKARTA Judul SOP FASILITASI PENCETAKAN KK DAN AKTA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Nomor 121Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga,Fungsi
dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta

2. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Secara Daring
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis

1 Memahami pelayanan Adminduk Secara Daring
2 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

2. SOP Perekaman 6. SOP Layanan Akte Kematian Reguler

Elektronik
KET ERKAIT AN PERALAT AN /PERLENGKAPAN
1. SOP Move on " 5. SOP Layanan 5 in 1 Kelahiran 1. Alat Tulis Kantor

(2. Kom puter / HP Android

3. SoP Update status 3. Printer
" 4. SOPKADO 17 GM 4. Buku Register
PERINGATAN PENCAT AT AN DAN PENDAT AAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Masyarakat tidak yang tidak mempunyai fasilitas pencetakan tidak
bisa mendapatkan dokumen KK dan Akta berupa fisik (hard copy)

Buku register Permohonan Adminduk
Buku register Permohonan Pencetakan




: Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pemohon Front Office Kelengkapan Wakiu Output

Permohon datang ke Kemantren Gondomanan dengan membawa HP android dan HP Andoid, ) .
1 ) ) 5 menit Pemberitahuan

pemberitahuan pencetakan KK/Akte Pemberitahuan
) Front Ofice mendampingi pemohon untuk mencetak KK/akte dan menulis di register Komputer, Printer, Kertas 10 menit Pemberitahuan

cetak KK/Akte A4 80gr
3 [Front Office menyerahkan KK/Akte yang telah dicetak dan menyimpan arsip digital < ,\4 Komputer, Printer, Kertas sgsual . |KK/Akte

A4 80gr Dindukcapil




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

JI. Ibu Ruswo No. 3A Yogyakarta, Kode Pos 55121
Telp. (0274)376783 Fax. (0274) 376783

Nomor SOP 13/SOP/ GM/1V/2023
Tanggal Pembuatan 5 April 2021

Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

Nama SOP Pelayanan permohonan informasi publik

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan

2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan Jawatan di Kemantren khususnya
terkait dengan data

3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada

4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana

5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan Kantor:

SOP Pelayanan Surat Masuk
SOP Pelayanan Surat Keluar

1. Komputer dengan koneksi internet

2. Formulir Permohonan Informasi Publik
3. ATK

4. Printer

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika pelayanan permohonan informasi tidak sesuai dengan SOP, dapat
mengakibatkan terjadinya sengketa informasi.

1. Setiap pemohon informasi dicatat dalam register permohonan informasi
publik

2. Formulis permohonan informasi wajib diisi

3. Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar
Informasi yang dikecualikan




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Petugas Kasubag PPID Persyaratan | Waktu Output
Kemantren UP pembantu
1. Pemohon Informasi datang ke Kemantren dengan Surat 2 menit Surat
menunjukan identitas dan atau surat pengantar dari < > Pengantar Pengantar,
instansi Identitas
2. Memproses sesuai SOP surat masuk, Memberikan Formulir 30 menit | Formulir
formulir permohonan informasi sebanyak rangkap 2 untuk permohonan
diisi oleh pemohon, Menerima formulir dan mencatat data informasi
pemohon serta informasi publik yang diminta pada publik
register permohonan informasi  publik kemudian
Memberikan rangkap formulir sebagai tanda bukti
penerimaan permohonan informasi publik
3. Memverifikasi informasi yang dimohon untuk mengetahui Formulir 6 menit | Formulir
sumber informasi. Apabila petugas menguasai informasi Register permohonan
dan atau informasi yang dimohonkan sudah tersedia di ! Bukti informasi
Website  Kemantren  Gondomanan atau  Website Tidak penerimaan publik yang
Pemerintah Kota Yogyakarta maka informasi dapat \da permohonan telah diisi
langsung disampaikan kepada pemohon, Apabila Petugas / Tanda terima
tidak mengetahui maka melalui proses koordinasi PPID permohonan
pembantu. informasi
publik
Ya
. .




Jika Informasi dikuasai oleh PPID Data informasi yang | 15 Informasi yang

Pembantu maka dapat diberikan, Jika Tidak dimohon sesuai menit | dapat diberikan

informasi yang diminta tidak dikuasai oleh formulir yang telah dan yang tidak

PPID pembantu maka permohonan diisi dapat diberikan

informasi ditolak dengan surat tentang \

penolakan permohonan / catatan pada Ya

formulir permohonan.

Menyampaikan  surat ~ pemberitahuan v Form surat 5 menit | Surat Diberikan

kepada pemohon mengenai informasi yang pemberitahuan Pemberitahuan | paling lambat

dapat diberikan dan tidak dapat diberikan tertulis 10 hari kerja

beserta alasannya sejak
permohonan
informasi
publik
diterima.

Menyampaikan informasi yang diminta Dokumen informasi | 2 menit | Surat Lama

kepada pemohon sesuai cara penyampaian P yang diminta pemberitahuan | pemberian

informasi yang diminta oleh pemohon X (hardcopy/shoftcopy) informsi
tergantung
pada materi
dan cara
penyampaian
yang diminta
pemohon
(maksimal 10
hari kerja)

Pemohon Menerima Informasi Sesuai yang Dokumen informasi | 2 Menit | Surat

dimohonkan atau surat penolakan

yang diminta
(hardcopy/shoftcopy)

pemberitahuan




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

JI. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153
Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943

Nomor SOP 14/ SOP/ GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 5 April 2021
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

o 12 1L LI EEAL LI 2 Y
AE97207111992031006

Nama SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan
Permohonan Informasi Publik

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik

> w

1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan

2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di
KEMANTREN khususnya terkait dengan data

3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi
yang ada

4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana

5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan
laporan

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan Kantor:

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar

1. Komputer dengan koneksi internet
2. ATK
3. Printer

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika pengajuan keberatan tidak dilayani dapat menyebabkan terjadinya sengketa informasi

1. Setiap pemohon informasi dicatat dalam register
permohonan informasi publik

2. Formulis permohonan informasi wajib diisi

3. Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman
pada Daftar Informasi yang dikecualikan




Keterangan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon | Petugas PPID Mantri Persyaratan Waktu | Output
Kemantren | pembantu | Pamong
Praja
1. Eemohon rrller;gahukan I;_ebe:atag, 30 Formulir pernyataan | 2 Formulir
engajuan ke era_tan paling fambat keberatan atas menit | pernyataan
hari ke_rja sejak_ ditemukannya alasan permohonan keberatan atas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 : .
informasi permohonan
ayat (1) UU 14 /2008 informasi yang
telah diisi

2. Memberikan formulir pernyataan Formulir pernyataan | 5 Formulir
keberatan atas permohonan informasi keberatan atas menit | pernyataan
kepada pemohon untuk diisi (rangkap 2) v permohonan keberatan atas
kemudian Menerima formulir pernyataan informasi yang telah permohonan
keberatan atas permohonan informasi diisi pengaju. informasi yang
yang telah diisi Iengkap dari pengaju _ Buku register telah diisi diberi
keberatan, memberikan rangkap formulir pernyataan keberatan nomor
dan nomor pendaftaran pada formulir dan pendaftaran dan
mencatat pada buku register keberatan dicatat pada buku

register

3. Mempelajari substansi pengajuan Tanda terima 360 Disposisi atasan
keberatan. Jika keberatan dikabulkan Ya v permintaan informasi | menit | PPID pembantu
maka memerintahkan PPID pembantu publik kepada PPID
u_ntuk memberik_an informasi yang _ SK Informasi yang pembantu
dimohon sebagian atau seluruhnya.Jika \ dikecualikan
keberatan tidak dikabulkan, Tidak
memerintahkan PPID pembantu untuk SOP Pelayanan
memberikan surat jawaban. Permohoman

Informasi Publik




Memberikan informasi publik yang Disposisi dari atasan | 360 Informasi yang Tanggapan
diminta sebagian/seluruhnya dalam hal PPID pembantu menit | diberikan terhad_ap
keberatan diterima atau pengajuan
keberatan
Paling
Memberikan surat jawaban dalam hal 360 surat balasan. lambat 30
keberatan ditolak kepada Kepala Jawatan menit hari kerja
Umum sejak surat
pernyataan
keberatan
diterima.
Memberikan Informasi Publik/ Surat 5 Informasi yang
Jawaban sesuai hasil Koordinasi menit | diberikan atau
surat balasan.
Menerima Informasi Publik/ Surat < 2 Informasi yang
Jawaban menit | diberikan atau

surat balasan.




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

JI. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153
Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943

Nomor SOP 015/ SOP/ GM/1V/2023
Tanggal Pembuatan 5 April 2021

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
EVAERREN GONDOMANAN

YE#7207111992031006

Pembuatan Laporan Tahunan Layanan
Informasi Publik

Nama SOP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan

2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di Kemantren
khususnya terkait dengan data

3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada

4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana

5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan Kantor:

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar

1. Komputer dengan koneksi internet
2. ATK
3. Printer

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika pengajuan keberatan tidak dilayani dapat menyebabkan terjadinya sengketa
informasi

1. Setiap pemohon informasi dicatat dalam register permohonan
informasi publik

2. Formulir permohonan informasi wajib diisi

3. Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar
Informasi yang dikecualikan




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Pengadm | Ka. PPID Mantri Persyaratan Waktu Output
umum Jawatan | pembantu | Pamong
Umum Praja
1. Mengumpulkan dan Buku register layanan 2 hari Data laporan
mengolah data informasi publlik tahunan
permohonan informasi
publik
. A 4 .
2. Menyusun / merevisi Data laporan layanan 3 hari Draft laporan
laporan tahunan layanan informasi publik tahunan
informasi publik A
3. Memeriksa draft laporan Draft laporan tahunan 1 hari Laporan tahunan
tahunan layanan yang telah diperiksa
informasi publik PPID pembantu
5. Menandatangani laporan Draft laporan tahunan 5 menit Laporan tahunan
tahunan layanan yang telah direvisi layanan informasi
informasi publik publik yang telah
ditanda tangani
PPID pembantu
6. Memberikan pengantar Y Laporan tahunan layanan | 20 menit Laporan tahunan
laporan tahunan layanan informasi public yang yang telah diberi
informasi publik telah ditanda tangani draft surat pengantar
PPID pembantu




Menandatangani surat Draft surat pengantar 30 menit Laporan tahunan
pengantar dan membaca beserta laporan tahunan dengan surat
laporan layanan PPID pembantu pengantar yang telah
ditanda tangani
Mengirimkan laporan Surat pengantar yang 60 menit Laporan tahunan

tahunan layanan
informasi publik

telah ditandatangani dan
stempel OPD dilampiri
laporan tahunan

layanan informasi
publik telah dikirim




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

|ZIN PENELITIAN



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTAYOGYAKARTA

Nomor SOP 16/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 05 April 2021
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

Judul SOP

IZIN PENELITIAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

" 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan

Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1 Memahami pencatatan surat masuk
2 Memahami Pelayanan masyarakat

KETERKAIT AN

PERALAT AN /PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
(2. SOP SuratKeluar

1. Aat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register

PERINGAT AN

PENCAT AT AN DAN PENDAT AAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penelitian tidak dapat dilaksanakan

Buku register Surat Masuk




Pelaksana

No Kegiatan : : Keterangan
Pemohon |Fornt Office | Mantri PP | Ka. Jawatan | Kelengkapan | Waktu Output
Pemohon datang ke Kemantren Gondomanan dengan Surat
1 |membawa surat Tugas/Surat pengantar dari ( } Tugas/Surat 5 menit |Pemberitahuan
Institusi/Universitas/Lembaga pengantar
9 Front Office menerima Surat dan memproses surat masuk ATK, Kendali 10 menit Surat
sesuai dengan SOP pencatatan surat masuk surat masuk Tugas/Surat
Mantri PP menerima Surat Tugas/Surat pengantar, v ATK, Kendali Surat
3 mencermati maksud dan tujuan dari penelitian tersebut, jika Tidak /\ Ya surat masuk 790 menit Tugas/Surat
diperbolehkan surat tugas/pengantar didisposisi kepada \/ pengantar
Kepala Jawatan untuk ditandatangani mengetahui, jika tidak
Kepala Jawatan Mengetahui surat tugas/pengantar dan Komputer, ATK Surat Jka ditolak Kepala
. . .. |Tugas/Surat Jawatan membuat
3 menyerahkan ke pemohon meIaIU|lFlO untuk klerrl1ud|an 5 menit pengantar surat
dibawa pemohon ke Wilayah penelitian yang dituju penolakan/alasan
4 FO menghubungi pemohon untuk menyampaikan Surat 5 menit Surat
Tugas yg telah diketahui/Surat penolakan Tugas/Surat
5 Pemohon mendapatkan surat tugas/pengantar yang telah Komputer, ATK 5 menit Surat
ditandatangani atau alasan penolakan Tugas/Surat
Jumlah Waktu Penyelesaian 750 menit




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DISPENSASI NIKAH



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTAYOGYAKARTA

Nomor SOP 17/SOPIGM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022

Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
KEVEATEREN GONDOMANAN

Judul SOP DISPENSASI NIKAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

3. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

4. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis
Elektronik

1 Memahami T eknologi informasi
2 Memahami Pencatatan Nikah
3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

KETERKAIT AN

PERALAT AN /PERLENGKAPAN

1 SOP Surat Keluar
2 SOP Surat Masuk

1. Aat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

(4. Buku Register

PERINGAT AN

PENCAT AT AN DAN PENDAT AAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Surat Keterangan Dispensasi Nikahi tidak dapat diberikan

Buku register Permohonan Dispensasi Nikah




Pelaksana

No Kegiatan . Ka. . Keterangan
Pemohon |Fornt Office | Jawatan | Mantri PP Kelengkapan Waktu Output
Umum
Foto Copy KTP/KK Clon dan Kelengkapan berkas
wali pemohon
Formulir N1 dari Kelurahan,
Menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan pengurusan Surat :Fj Surat Pernyataan belum pemah
1 ) o menikah, 10 Menit
Dispensasi Nikah ke Front Office Foto CopyKTP 2 orang saksi,
FC Surat Keterangan
Kematian/Akta Cerai bagi
dudaljanda
Menerima,membaca, memeriksa kelengkapan permohonan,
memeriksa apakah benar pelaksanaan nikah kurang dari 10 T
2 |(sepuluh) hari dari pendaftaran nikah, jika lengkap dan sesuai Kelengkapan berkas pemohon 10 Menit  [Formulir Permohonan
menyerahkan formulir permohonan untuk diisi, jika kurang Ya
lengkap dikembalikan ke pemohon
Menerima formulir permohonan dispensasi nikah, mencatat di 1 Arahan/Disposisi, Draf Surat Dispensasi
3 |register, membuat surat keterangan dispensasi nikah berdasarkan |ﬂr| Kelengakapan berkas 15Menit ~|NVikah
formulir permohonan permohonan
) . ) ) Draf Surat Dispensasi Nikah Draf Surat Dispensasi
Kepala Jawatan Menerima, membaca, jika surat dispensasi / Ya Nikah
4 |sudah sesuai memberi paraf draf Surat Dispensasi Nikah, jika Tidak \/ 5 Menit
belum sesuai dikembalikan ke Front Office untuk diperbaiki
5 |Menandatangani surat Keterangan Dispensasi Nikah ‘::’ 5 Menit Surat Dispensasi Nikah
Memberikan stempel Dinas, mengarsip surat keterangan Draf Surat Dispensasi Nikah Surat Dispensasi Nikah
6 |Dispensasi Nikah dan menyerahkan surat Keterangan Dispensasi | _rl‘ 5 Menit
Nikah
. . Orr . . G . . . Arsip Surat Dispensasi
7 |Menerima Surat Keterangan Dispensasi Nikah kurang dari 10 hari Surat Dispensasi 5 Menit
Jumlah Waktu Penyelesaian 55 Menit




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LEGALISASI KK DAN KTP



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTAYOGYAKARTA

Nomor SOP 18/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022

Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMATRREN GONDOMANAN

NYEE#7207111992031006

Judul SOP LEGALISASI KK DAN KTP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian

Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis

Elektronik

1 Memahami T eknologi informasi

2 Memahami Pencatatan register
3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

KETERKAIT AN

PERALAT AN /PERLENGKAPAN

1 SOP Permohonan KK

1. Aat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

(4. Buku Register

PERINGAT AN

PENCAT AT AN DAN PENDAT AAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka legalisasi KK, KT P tidak dapat diberikan

Buku register Legalisir, Pendampingan Layanan Adminduk




Pelaksana

No Kegiatan : : : Keterangan
Pemohon |Fornt Office| Dindukcapil Kelengkapan Waktu Output
Foto copydokumen dan | 5 Menit |Foto copy dokumen dan|Legalisir
1 |Pemohon mengajukan berkas permohonan legalisir C) Dokumen Asli Dokumen Asli dilakukan di
Dindukcapil
Vo Foto copydokumen dan |10 Menit|Foto copy dokumen dan|Dalam hal
4 Dokumen Asli, Surat Dokumen Asli pengguna
Edaran tentang legalisir legalisir
Petugas meneliti berkas permohonan sesuai dengan dokumen / mensyaratkan
aslinya, Jika KK pemohon belum ber-barcode, disarankan Tidak legalisasi
2 |untuk memperbaruai KK, untuk E-KT P tidak perlu dilegalisir, dokumen oleh
jika pemohon tetap menginginkan legalisir disarankan ke Lurah dan/atau
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Mantri Pamong
Praja dapat
memberikan
layanan legalisasi
Foto copydokumen buku | 360 |Foto copydokumen
3 |Petugas Mendampingi pengajuan KK baru register stempel pejabat | Menit |buku register stempel
pejabat, KK
Foto copydokumen yang | 5 Menit |Foto copy dokumen
3 |Pemohon mendapatkan dokumen yang sesuai ( ><' akan ditanda tangani yang akan ditanda
tangani
380

Jumlah Waktu Penyelesaian

Menit




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT KETERANGAN DOMISILI PARTAI POLITIK



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTAYOGYAKARTA

Nomor SOP 19/SOP/GMMI/2022
Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Reuvisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANRREN GONDOMANAN

SR AN. S.I.P.. M.Si.

NEE#97207111992031006

Judul SOP

SURAT KETERANGAN DOMISILI KANTOR TETAP
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis
Elektronik

3. Surat Edaran Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 220/3338/SE/2022 tentang Surat Keterangan
Domisili Partai Politik

1 Memahami T eknologi informasi
2 Memahami Pencatatan register
3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

KETERKAIT AN

PERALAT AN /PERLENGKAPAN

1 SOP Surat Masuk

1. Aat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

(4. Buku Register

PERINGAT AN

PENCAT AT AN DAN PENDAT AAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Surat Keterangan Domisili Partai tidak dapat diberikan dan Parpol
tidak bisa mendaftarkan Pemilu

Buku register




Pelaksana

e Kepala
No Kegiatan Mantri Pamon Keterangan
g Pemohon Front Office Jawatan Jawatan . g Kelengkapan Waktu Output 9
Kemanan, Praja
Umum .
Praja
Persyaratan : 10 menit [Pemohonan
Salinan Surat Pernyataan status Kantor tetap
Parpol yang dibuat, dibubuhi materai dan di Format Surat
_ tandatangani oIelh ketua dan sekretaris Permyataan sesuai
Perpol, diketahui ol(?h RT, RW daq Lurah, Peraturan Walikota
;ertt: memba(;ya}\( asli s?rat pengambilan surat Yogyakarta No. 30
—_— e surat oernvataan dorisi glerangan di femanten Tahun 2023 tenteng
errp on.menyera an surat pernyataan domisili /  Salinan KTP Ketua Pari Pelayann Keluahn
1 |Partai Politk dan Persyaratan kepada petugas
Kemantren/Front Office Bukfi Kantor berupa salinan SHM/ Surat dan Ke.mamren .
. Perjanjian sewa/ Surat Perjanjian Pinjam berbasis elekironik
pakai atau bukii lainya
Salinan akta pendirian parpol atau badan
" hukum parpol
Salinan pengesahan kepengurusan dewan
. pimpinan daerah atau sebutan lainya dari
pimpinan Parpol
Front Ofice menerima permohonan dan memeriksa v
kelengkapan permohonan Surat Keterangan Domisili / \
9 Parta|.PoImk se§ua| cek list per§yaratan, jika sudah cek lst persyaratan 120 menit | cek list
sesuai memberikan nomor register dan meneruskan Tidak \
kepada Kepala Jawatan Keamanan/Praja/Umum, jika ) Ya Format Surat
belum lengkap dikembalikan kepada pemohon ormat sura
v Keterangan Domisili
Kepala Jawatan Kemanan/Praja/umum memeriksa / Parpol sesuai
kelengkapan sesuai cek list dan memberi paraf pada Ya cek list Peraturan Walikota
3 |cek listjika sudah lengkap diserahkan kepada Jawatan Tidak \ cek list persyaratan 120 Menit) " - ratan | Yooyakaria No. 30
Keamanan dan Praja untuk cek lokasi, jika belum > bersy Tahun 2023 tentang
lengkap dikembalikan ke front ofice Pelayanan Kelurahan
dan Kemantren
berbasis elektronik




Kepala Jawatan Keamanan dan Praja melakukan

. . . Dratft Surat
pengecekan lokasi Kantor Parpol, jka sudah sesuai Ya Keferanaan
maka melakukan verifikasi berkas sesuai dengan lokasi Hasil cek lokasi 120 menit ) ”g

L Domisil
dan membuat Surat Keterangan Domisil, jika belum Tidak R
. . Partai Politik
sesuai dikembalikan ke pemohon
Surat
Mantri Pamong P,r?J,a men.and?tangam Surat Draft Surat Keterangan Domisili Partai Polik | 10 menit Ketergrjgan
Keterangan Domisili Partai Politk Domisili
Eartati Politik
. . ura
F ff Ki
ronlt (,), oo mgnerlma dan megarsip Surat Keterngan Surat Keterangan Domisili Partai Polifik, . |Keterangan
Domisili Partai dan Kelengkapanya, memcatat pada ) 15 menit o
buk ise tkele Donisili Partai Politk Buku register Domisili
uku register surat keterangan Domisili Partai Poli Darta Do
- Surat
F f hk Ki Domisil
ront Ofice menyerahkan SuratKeterangan Dormisi Surat Keterangan Domisili Partai Politk 10 Menit |Keterangan
kepada Pemohon -
Domisili
Jumlah Waktu Penyelesaian 405 menit




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTAYOGYAKARTA

Nomor SOP 20/SOP/GMMI2022
Tanggal Pembuatan 27 Juli 2022
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
Yy AFEREN GONDOMANAN
Y A
;/:}\\/\4‘9 P
| KEMANTREN_ )
St AN. S.1.P.
NE97207111992031006
Judul SOP PERMOHONAN PERSETUJUAN BANHUNAN GEDUNG
(PBG) DI KEMANTREN GONDOMANAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2022 T entang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
3. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 55 Tahun 2022 T entang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 63 Tahun 2022 Tentang salinan perubahan atas
Peraturan Walikota Yogyakarta No. 55 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

1 Memahami T eknologi informasi
2 Memahami Pencatatan register
3 Memahami Alur Permohonan PBG

4 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

KETERKAITAN

PERALAT AN /PERLENGKAPAN

1. Aat Tulis Kantor
2. Komputer

(3. Printer

(4. Buku Register

PERINGAT AN

PENCAT AT AN DAN PENDAT AAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka permohonan PBG tidak dapat diberikan sehingga pemohon tidak bisa

Membangun Bangunan Gedung




Pelaksana

No Kegiatan Keterangan
Pemohon DPMPTSP PUPKP Kelengkapan Waktu Output
Persyaratan : Formulir Permohonan, Semua Proses melalui
FC KTP Pemohon, FC Serfifikat simbg.pu.go.id,
Pemohon Menyiapkan dokumen Kelengkapan dan Tanah, Gambar Rencana arsitek, . pemeriksaan dan
. ) Menyesuaikan |Dokumen o
1 |Persyaratan PBG dan menggunggah persyaratan melalui < \ Surat Pernyataan bahwa tanah fidak Dinas erkait | Permohonan penerbitan dilakukan
simbg.pu.go.id “—j dalam sengketa, Surat kuasa bila oleh Dinas Teknis
pengurusan diwakilkan, dan Terkait, idak melalui
persyaratan lain yang diperlukan Kemantren
Y .
/\ Proses PBG Melalui
Ya i
Pemeriksaan Dokumen Persyaratan pada simbg.pu.go.id oleh . Dinas PUPKP,
| : : Menyesuaikan |Dokumen Kemantren
2 |DPMPTSP, jika dokumen lengkap diteruskan ke Dinas PUPKP Tidak Dokumen Permohonan : ,
ia k lenakan dikembalikan k h Dinas terkait |Permohonan mengarahkan ke
, jika kurang lengkap dikembalikan ke pemohon DPMPTSP atau
konsultasi Ke MPP
DPUPKP melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen b 4
rencana arsﬂektur., mekar.usme elektrical, perplpagn dll, jika / Menyesuaikan |Dokurmen
3 |kurang lengkap dikembalikan ke pemohon melalui DPMPTSP, Dokumen Permohonan , )
) ) . ) L Tidak Dinas terkait |Permohonan
jika sudah lengkap ditetapkan rincian perhitungan refribusi oleh
DPUPKP
4 Setelah penetapar] r|n<:|an.per.hmmgan retribusi, DPMPTSP Penetapan Retribusi Me.nyesua|k§n Pentletap.an
melakukan penagihan retribusi kepada pemohon Dinas terkait |Refribusi
5 perrphqn membayar refribusi, melaporkan pembayaran Me.nyesua|ke.m buki seor Refrbusi
refribusi Dinas terkait
6 |DPTMPTSP memberiahukan SKRD serta penerbitan SK Menyesualkan | ep sk
Dinas terkait
Kemantren tidak
Pemohon mengambil PBG beserta kelengkapannya (Plakat menerima
. g gkapannya ( PBG dan Plakat  |permohonan maupun
dan Banner) . .
menyimpan arsip
PBG
Menyesuaikan

Jumlah Wakiu Penyelesaian

Dinas ferkait




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



Nomor SOP 21/SOP/GM/III2022

Tanggal Pembuatan 27 Maret 2023

Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOMANAN ;
KOTAYOGYAKARTA Judul SOP PENYUSUNAN LAPORAN SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang 1 Memahami Teknologi informasi
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2 Memahami Pencatatan register
2. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan 3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat
Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
KETERKAITAN PERALAT AN /PERLENGKAPAN
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer
(4. Buku Register
PERINGATAN PENCATAT AN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Penyusunan laporan SKM tidak dapat dilakukan dan nilai SKM tidak tercapai




Pelaksana

Kasub Bag

No Kegiatan Ka. Jawat Mantri P Keterangan
’ Umum dan a Jawatan Mantri Anom Petugas antrt :?\mong Kelengkapan Waktu Output .
. Umum Praja
Kepegawaian
Membuat SK Tim Penyusunan SKM dan menyerahkan
1 |kepada Kepala Jawatan Umum sebagai pelaksana ‘ } ATK, Komputer 120 menit  [SK Tim SKM
Penyusunan SKM
pengukuran dan
Kepala Jawatan Umum menginventarisir unit pelayanan yang penyu§gnan Iaporan.
) ) . SKM dilimpahkan dari
akan diukur, menyusun ulang instrumen survey (kuisioner), .
. . |Instrumen Sekretariat ke
2 |menentukan besaran dan teknik pengunpulan sampel dan ATK, Komputer 120 menit
. . ; Survey Jawatan Umumyang
jumlah responden dan menyampaikan kepada mantri anom
. berhubungan
untuk disetujui
langsung dengan
Masyarakat
Mantri Anom memeriksa instrumen Survey yang akan Tk /
dijadikan kuisioner, jika sudah sesuai diserahkan kembali ke Ida . |Instrumen
3 Kepala Jawatan Umum untuk dibuat kuisioner, jika belum \ ATK, Komputer 120 mentt Survey
sesuai dikembalikan ke Kepala Jawatan Umum untuk diperbaiki
Kepala Jawatan Umum Menugaskan staf pelayanan untuk Form
4 |membuat kuisioner dan menyesuaikan pada kode QR dan link Ya ATK, Komputer [ 120 menit  [kuisioner, kode
link bitly QR, link bitly
Pelaksanaan Survey
dilakukan pada bulan
Petugas pelayanan memberikan Form kuisioner, kode QR, link . kuisioner yang Januaris.d Okiober
5 ATK, Komputer 10 menit 2023, pada bulan Juli

bitly kepada pemohon layanan untuk mengisi kuisioner SKM

telah diisi

melalukan
pengolahan data
untuk cut off SKM




Petugas pelayanan memberikan mengumpulkan kuisioner
yang telah diisi dan melakukan pengolahan data dan

ATK, Komputer,

360 menit |data SKM
menyerahkan kepada Kepala Jawatan Umum untuk dibuat Kuisioner
laporan SKM
Kepala Jawatan Umum Menyusun Laporan SKM, kemudian .
diserahkan ke Mantri Anom untuk dikoreksi ATK, Komputer 180 menit - |Laporan SKM
Mantri anom memeriksa Laporan SKM, jika sudah sesuai
diteruskan ke Mantii Pamong Praja untuk di tanda tangani, jika /\ Ya .
> ATK, Ki te 1 t L KM
belum sesuai dikembalikan ke Kepala Jawatan Umum untuk \ OmpuEr 80 meni aporan S
diperbaiki
Arsip Laporan
Mengirimkan laporan SKM ke Bagian Organisasi Setda Kota Tidak . |SKM dan
Yogyakarta dan mengarsip Laporan SKM ( ) ATK, Komputer 120 mentt tanda terima
pengiriman
Jumlah Waktu Penyelesaian 1330




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN MUSRENBANG



Nomor SOP 22/SOP/GM/1V/2023

Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA
NI #7207111992031006
Nama SOP : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 86 Tahun 2017 tata cara 1. Mampu menyelenggarakan kegiatan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara 2. Mampu menyusun perencanaan pembangunan

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Evaluasi Perencanaan 2. Komputer
3. ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka dokumen perencanaan tidak akan
tersusun dan RKPD Kemantren Gondomanan akan tertunda




Pelaksana Mutu Baku
N edint Ka Ka. Sub /
0 egiatan ' Mantri | Bagian | Mantri Persyaratan
Jiwa_tan Anom Kegang PP Kele?l/gkapan Waktu Output Ket.
raja
an PEP
1. | Menerima, merekap  hasil Musrenbang - Rekap. 1hari |- FormatLaporan Pra
Kelurahan dari musrenbang Kampung dalam Musrenbang Musrenbang
bentuk format pra musrenbang dan melaporkan Kelurahan
kepada Sekcam - Format Laporan
2. | Mencermati rekapitilasi  hasil Musrenbang - Koordinasi 3hari |- Susunan  Panitia
Kelurahan dan membentuk Panitia Musrenbang - Laporan Pra Musrenbang
Kemantren, dengan Ketua Kepala Jawatan Praja Musrenbang Kemantren
3 Jawatan Praja menyiapkan undangan, tempat - Undangan 1 hari |- Undangan
dan perlengkapan Musrenbang Kemantren, - Tempat - Tempat&Sarana
mengajukan permohonan dana penyelenggaraan - Sarana
Musrenbang kepada Ka. Sub Bag. Keuangan
4 Koordinasi dengan Ka. Sub Bagian Keuangan - DPA 2 hari | - Dana
untuk penyediaan dana > - Kesediaan Kas Penyelanggaraan
5 Kepala  Jawatan  Praja  selaku PPTK - 3hari | - musrenbang
melaksanakan kegiatan Musrenbang Kemantren, - Laporan
membuat laporan dan diajukan kepada Mantri
PP untuk dipelajari dan ditandatangani
6 Mantri PP mempelajari dan menandatangani - Laporan 1hari |- Laporan
laporan Musrenbang Kemantren Gondomanan >
7 Kepala  Jawatan  Praja = menggandakan, - Laporan 1 hari | - Bukti pengiriman
melaporkan kepada instansi terkait dan P
mendokumentasikan hasil Musrenbang I }‘

Kemantren




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN EVALUASI KELURAHAN



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 23/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 27 Maret 2023
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
EN GONDOMANAN

Judul SOP

PELAKSANAAN EVALUASI KELURAHAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Mentreri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Kota Yogyakarta
No 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

3. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2

1 Memahami Peraturan tentang pelaksanaan Evaluasi Kelurahan

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1 SOP Surat Masuk
2 SOP Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor
'2. Komputer

(3. Printer

(4. Buku Register

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka nilai perkembangan kelurahan tidak dapat dicapai sesuai target




Pelaksana

No Kegiatan Lurah Mantri PP Jawatan Praja e [Eagt Pl L Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kemantren | Setda Kota YK Kota
Bahan Sosialisasi Tahapan teknis
1 |Sosialisasi Kegiatan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan ‘ , Thari [pelaksanaan kegiatan
) Memerintahkan Lurah untuk melaksanakan kegiatan sesuai tahapan L /:éa:;::npelaksanaan 1 hari ﬁ:air;?npelaksanaan
teknis yang disampaikan | I 9 9
Draft SK Lurah Tim SK Lurah Tim Evaluasi
y Evaluasi Perkembangan
Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan dan Ej Perkembangan ! Pembangunan
3 lanoran vana dibutuhkan Pembangunan 2 minggu |Kelurahana yang sudah
menyusin ‘ap yang Kelurahan dan disahkan dan berkas
menyusun laporan laporan yang sudah
tersusun
. ) . ) Arahan pelaksanaan Arahan pelaksanaan
Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Lurah dan memerintahkan — kegiatan kegiatan
4 |Kepala Jawatan Praja uniuk melaksanakan Evaluasi Perkembangan g | 1 hari
Pembangunan Kelurahan tingkat Kemantren
Draft SK Mantri PP Draft SK Mantri PP
tentang Pembentukan tentang Pembentukan
I:j Tim Juri Evaluasi Tim Juri Evaluasi
Melaksanakan perintah dengan menyusun draft SK Mantri Pamong Perkembangan Perkembangan
5 |Praja tentang Pembentukan Tim Juri Evaluasi Perkembangan Pembangunan 1hari  |Pembangunan
Pembangunan Kelurahan Kelurahan tingkat Kelurahan tingkat
Kemantren Kemantren yang
tersampaikan
Draft SK Mantri PP
Entang Pembentulan SK Mantri PP tentang
. . . . -FI;::kJe un:bz\rl]j;:g Pembentukan Tim Juri
6 Mengesahkan SK Mantri Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Juri | _FL Pembangunan 1 hari Evaluasi Perkembangan
Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan tingkat Kemantren Kelurahan fingkat Pembangunan
Kemantren yang Kelurahan yang sudah
. disahkan/ditandatangani
tersampaikan
Mengundang Tim Juri yang sudah tercantum dalam SK Manfri Pamong N Kegiatan teriaksana
7 |Praja tentang Pembentukan Tim Juri Evaluasi Perkembangan 1 I _U Undangan 1 hari

Pembangunan Kelurahan




Arahan pelaksanaan
kegiatan dan SK Mantri

Arahan pelaksanaan
kegiatan dan SK Mantri

PP tentang PP tentang
Memberikan arahan tahapan teknis pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pembentukan Tim Juri Permbentukan Tim Juri
8 Perkembangan Pembangunan Kelurahan tingkat Kemantren dan Evaluasi 1 hari Evaluasi Perkembangan
memerintahkan Kepala Jawatan Praja untuk melakukan supervisi Perkembangan Pembangunan
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kelurahan tingkat
Kelurahan tingkat Kemantren yang
Kemantren terdistribusi
Data dukung dari Data dukung yang
Melaksanakan perintah dengan melakukan kunjungan ke masing- Kelurahan, materi sudah diperiksa dan BA
9 |masing Kelurahan untuk cek data dukung, menilai paparan dari masing- =|| I paparan dan draft BA | 2 minggu |Penjurian yang sudah
masing Kelurahan dan menyusun Berita Acara Penjurian Penjurian ditandatangani Tim Juri
Lapf)rgn Pelaksnaan SK Mantri PP tentang
Menerima laporan pelaksanaan penjurian dan menerbitkan SK Mantri Penjurian dan Draft SK . |Kelurahan Terbaik yang
10 P Praia tentana Kelurahan Terbaik I Mantri PP tentang 1 hari sudah disahkan
among Praja tentang Kelurahan Terbai Kelurahan Terbaik
Data dukung dan Data dukung dan
" Melakukan upload data dukung dan laporan kegiatan dari Kelurahan Laporan Kegiatan 2 minggu Laporan Kegiatan yang |Selanjutnya proses

Pemenang ke Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta

yang akan di-upload

ter-upload

penjurian tingkat Kota

Jumlah Waktu Penyelesaian

7 minggu




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN PIKET KANTOR



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

KASI. KEMANAN DAN KETERTIBAN
KEMANTREN GONDOMANAN

Nomor SOP 24/SOP/GM/1V/2023

Tanggal Pembuatan | 1 Agustus 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA

/m GONDOMANAN
A
V47 4—
sy o\,
da| KEMANTREN 15
~—
BERUF AN, S.1.P.. M.Si.

S #7207111992031006

Nama SOP : Pelaksanaan Piket Kantor Kemantren Gondomanan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan
Pemerintahan.

Mantri Pamong Praja (S1)
Mantri Anom (S1)

Kepala Jawatan Keamanan (D3)
Kasubag (D3)

Personil Satuan Trantib (SMA)

Ok PR

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar
2. SOP Pengajuan SPJ
3. SOP Verifikasi SPJ

1. Buku Piket
2. Daftar Personil Linmas
3. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Perhitungan hari libur harus cermat
2. Pergantian piket harus disiplin




Pelaksana Mutu Baku
. . Kepala Mantri
No Kegiatan Personll_ Jawatan Kasubag Bend.Peng. | Pamong Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Sat.Trantib Umum . Kelengkapan
Keamanan Praja
1. Personil Satuan Trantib menginventaris - Daftar 1 hari Rancangan
kebutuhan Linmas dan membuat rancangan Linmas jadwal
daftar piket kantor, selanjutnya diserahkan ke [ } - Kalender piket
Kepala Jawatan Keamanan kantor
2. Kasi. Trantib membuat daftar piket kantor, v - Rancangan 2 jam Jadwal
selanjutnya diserahkan kepada Kasubag. jadwal piket Piket
Umum, untuk dibuat pengesahan dan surat kantor Kantor
perintah piket
3 Kasubag. Umum membuat surat perintah - Jadwal Piket | 1 jam Surat
kepada anggota Linmas, kemudian diajukan Kantor Perintah
kepada Mantri Pamong Praja untuk dimintakan Piket
pengesahan
4 Mantri Pamong Praja menandatangani jadwal - Jadwal 1 jam Jadwal
piket dan surat perintah piket. 7 - Surat Surat
Perintah Perintah
5 Kepala Jawatan Keamanan mengkoordinir - Jadwal 1 bulan Pelaksanaa
pelaksanaan piket, jadwal piket, daftar hadir - Perlengkapa n Piket
dan perlengkapan SPJ lainnya diserahkan < n SPJ Perlengkap
kepada Bendahara Pengeluaran - Buku an SPJ
kendali uang piket
6 Bendahara Pengeluaran memproses SPJ, - Pelaksanaa 1 hari Uang piket
mencairkan uang piket dan menyerahkan n Piket
kepada Kasi. Trantib > - SPJ uang
piket
7 Kepala Jawatan Keamanan mendistribusikan - Uang Piket 1 hari Laporan
uang piket dan membuat laporan piket kantor ~ - Laporan
b pelaksanaan




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBERIAN SURAT TANDA TERIMA KEGIATAN



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 25/SOP/GM/IVI2023

Tanggal Pembuatan |05 April 2022

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

PEMBERIAN SURAT TANDA TERIMA
Judul SOP KEGIATAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1 Memahami Pencatatan Barang persediaan dan aset
2 Memahami tata laksana barang persediaan dan aset

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1 SOP Surat Masuk

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Surat Rekomendasi tidak dapat diberikan

Buku register Pemberitahuan Kegiatan




Pelaksana

; Ka.
Ne Kegiatan Pemohon PetugasiJawa Mantri PP | Jawatan |Kelengkapan| Waktu Output Keterangan
tan Umum
Keamanan
Surat izin
Pemohon datang ke Kemantren Gondomanan dengan membawa penggunaan
1 |[Surat izin penggunaan tempat dan surat Pemberitahuan Kegiatan dari ‘ \ tempat, surat | S menit |Pemberitahuan
Lembaga/Perorangan FJ Pemberitahua
N lraniatan
Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran, jika ATK, Kendali Surat izin
surat pemberitahuan ada kesalahan atau kekurangan maka Ya / \ surat masuk penggunaan
2 |dikembalikan kepada pemohon, jika sudah lengkap dan benar \/ 15 menit |tempat, surat
memproses surat masuk sesuai dengan SOP pencatatan surat Tidak Pemberitahuan
masuk kegiatan
ATK, Kendali Surat izin
Mantri PP menerima Surat Pemberitahuan Kegiatan mencermati, surat masuk penggunaan
3 |surat didisposisi kepada Kepala Jawatan Umum untuk dibuatkan 15 Menit [tempat, surat
surat Tanda terima kegiatan Pemberitahuan
kegiatan
Kepala Jawatan Umum/ Petugas mencermati dan membuatkan surat Komputer, Draft Surat Tanda
3 |Tanda terima pelaksanaan kegiatan,kemudian ditandatangani Mantri | _FL ATK 15 Menit [terima
PP pemberitahuan
Komputer, Surat Tanda terima
4 MPP mennandatangani surat tanda terima kegiatan dan memberikan ATK 5 menit pemberitahuan
kembali ke petugas untuk disampaikan kepada pemohon kegiatan
menyampaikan surat tanda terima pemberitahuan kegiatan dan Komputer, Surat Tanda terima
5 |memberikan penjelasan untuk permohonan izin keramaian ke Polsek ATK 10 menit pemberitahuan
dengan membawa surat pemberitahuan, izin tempat dan tanda terima kegiatan
surat pemberitahuan kegiatan dari Kemantren
) ) Komputer, Surat Tanda terima
6 Pemohon mendapatkan surat tanda terima surat pemberitahuan | _FL ATK 5 menit [pemberitahuan
kegiatan dari Kemantren kegiatan
Komputer, Surat Tanda terima
7 Jawatan Kemanan mengarsip surat dan melakukan pemantauan =“ ’ ATK 15 Menit |[pemberitahuan
pelaksanaan kegiatan kegiatan

Jumlah Waktu Penyelesaian

85 menit




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN PENGADUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 26/SOP/GM/IVII2023

Tanggal Pembuatan |20 Juli 2022

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh
sahkan Ole MANTRI PAMONG PRAJA

EN GONDOMANAN

PENANGANAN PENGADUAN KEAMANAN DAN
Judul SOP KETERTIBAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat

2. Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan walikota
Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

1 Memahami Teknologi informasi
2 Memahami Pencatatan register
3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1 SOP Penanganan Pengaduan

1. Alat Tulis Kantor
F

2. Komputer

3. Printer

(4. Buku Register

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka legalisasi KK, KTP tidak dapat diberikan

Buku register Pengaduan




Pelaksana

No Kegiatan Ka. Jawat Pet Keterangan
g Front Office a. Jawatan etugas Dinas Terkait Kelengkapan Waktu Output g
Keamanan |Lapangan /BKO
1 Front Ofice menyerahkan lembar pengaduan yang telah didisposisi ke Disposisi aduan 10 menit |Lembar Pengaduan

pada Kepala Jawatan Keamanan
Kepala Jawatan Keamanan menerima laporan pengaduan yang felah

2 di disposisi oleh mantri Pamong Praja, mencermat, dan ) . Lembar Pengaduan| 15 menit |Lembar Pengaduan
memusyawarahkan ke Petugas lapangan/ BKO untuk menindaklanjuf
sesuai materi pengaduan
Petugas Lapangan / BKO ke lokasi pelanggaran perda, menindaklanjut KTP/ Identtas . |KTP/ Identitas Pelapor

3 ) Pelapor dan Form | 5 Menit
Laporan pelanggaran Perda sesuai aduan dan Form Pengaduan

Pengaduan
Jia ad kan k " Jika penanganan oleh
ika aduan merupakan ewer?angan .er.nann'en, petugas . Tidak Dinas erkait, pefugas

lapangan/BKO langsung menindaklanjut aduan dan menyelesaikan, melaborkan akan

4 |jika bukan merupakan kewenangan Kemantren Berkoordinasi dengan Lembar Pengaduan | 420 menit |Lembar Pengaduan dia P  oeh Di
dinas atau instansi terkait dan melakukan tindakan yang diperlukan fangan o |rTas
sesuai prosedur dan kewenangan y yang mempunyal

a kewenangan

jeMgas I;<apangan/ BK(l) meliporkan pe]nyellesalzn adEan I;ep:\/lda Kg. Laporan Penyelesaian

5 awatan eamanar\, melaporkan penyelesaian aduan kepada Mantri Lembar Pengaduan| 15 ment |Pengaduan pada
PP, dengan menulis pada lembar aduan dan menyerahkan ke FO

. lembar aduan

uniuk dicatat

6 FO Mencatat penyelesaian aduan pada buku register aduan dan Buku Register 15 Menit Buku Register
Menginformasikan kepada Pelapor melalui Telepon/WA

Jumlah Waktu Penyelesaian 480 menit




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN-CCTV KAMPUNG



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

NOMOR SOP 027/SOP/GM/IV/2023

TGL. PEMBUATAN 2 Februari 2023

TGL. REVISI 10 April 2023

TGL. EFEKTIF 3 Mei 2023

DISAHKAN OLEH Mantri Pamong Praja Gondomanan

Subarjilan, S.1.P., M.Si.
NIP. 197207111992031006

NAMA SOP PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN
CCTV KAMPUNG WILAYAH KEMANTREN
GONDOMANAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah
Kota Yogyakarta,;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

1. Mantri Pamong Praja

2. Lurah

3. Sekretaris Kelurahan

4. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban




9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Permintaan Rekaman CCTV Kampung di Wilayah Kemantren Gondomanan 1. Kamera Pantau (CCTV);
2. NVR (Network Video Recorder);
3. PoE (Power Over Ethernet);
4. Switch PoE;
5. Kabel UTP;
6. Kabel FTP;
7. Converter Media;
8. Kabel HDMI (High Definition Multimedia Interface);
9. Media Penyimpanan HDD (Hard Disk Drive/Fixed Disk);
10. Jaringan Internet;
11. Fax/Telefon;
12. Seperangkat Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Dilarang menyebarluaskan baik sebagian maupun keseluruhan rekaman & gambar pada Pencatatan dilakukan setiap terjadi kerusakan terhadap CCTV Kampung.
media apapun tanpa seizin pihak yang berwenang; Pendataan dilakukan setiap tahun sekali untuk melakukan pengecekan
2. Dilarang menyalahgunakan seperangkat CCTV kampung untuk mengambil keuntungan kondisi fisik perangkat keras CCTV Kampung.
ribadi;
3. II%ilarang merusak dengan sengaja baik sebagian maupun keseluruhan perangkat CCTV
Kampung;
4, Pemgnta?uan terhadap seluruh perangkat CCTV dilakukan minimal 1 hari sekali untuk

menjamin kelancaran dari operasional dari perangkat CCTV




Pelaksana Mutu Baku
N . Kepala Seksi Sekretaris Lurah Mantri Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket.
0 Kegiatan P -
emerintahan, Kelurahan Pamong
Ketentraman dan Praja
Ketertiban

1. Melakukan pemantauan ) Melakukan cek list indikator 30 menit | Formulir indikator kinerja
terhadap semua perangkat M“LLJ kinerja CCTV CCTV yang memuat:
CCTV beserta rekamannya 1. Kondisi Monitor
(termasuk NVR dan ada/ 2. Tampilan Gambar
tidaknya file rekaman) minimal 3. Nomor CCTV yang
1 hari sekali. rusak (ada /tidak)

tidak -
ada Selesai
kerusakan

2. Kasie. Pemtrantib ada Formulir indikator kinerja 30 menit | Poin aduan indikator
menyampaikan secara lisan dan kerusakan CCTV yang memuat: kinerja CCTV yang tidak
tertulis kepada Sekretaris 1. Kondisi Monitor sesuai dan analisa awal
Kelurahan apabila terjadi 2. Tampilan Gambar
kerusakan terhadap perangkat 3. Nomor CCTV yang rusak
CCTV dengan didahului analisa (ada /tidak)
awal kondisi dan penyebab
kerusakan.

3. Sekretaris Kelurahan melakukan A 4 1. Mannual Book CCTV 60 menit | Analisa lanjutan dan
analisa lanjutan terhadap 2. Dokumen kontrak rekomendasi langkah
kerusakan yang terjadi pad_a pengadaan C_CTV kampung tindak lanjut
perangkat CCTV. Setelah itu A 3. Dokumen riwayat
Sekretaris Kelurahan perbaikan/penggantian
melaporkan kepada Lurah. komponen perangkat CCTV

kampung

4. Lurah melakukan pencermatan tidak Analisa lanjutan dan 60 menit | 1. Surat izin perbaikan
terhadap surat permohonan dan rekomendasi langkah tindak perangkat CCTV
analisa yang telah dibuat oleh lanjut Kampung
kelurahan. Setelah itu dilakukan
pgnga_m_bilan k(_aputusan apakah 2. Surat perintah bagi
disetujui atau tidak. ) .

pihak ketiga
v




Mutu Baku

Pelaksana
No | Kegiatan Kepala Seksi Sekretaris kelurahan Lurah Mantri Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket.
Pemerintahan, Pamong
Ketentraman dan Praja
Ketertiban

5. Lurah memberikan disposisi v 1. Surat izin perbaikan 120 Kesediaan pihak ketiga
kepada Kasie Pemtrantib untuk perangkat CCTV Kampung menit melakukan perbaikan
berkoordinasi dengan penyedia < 2. Surat perintah bagi pihak
CCTV dan penyedia jaringan ketiga
CCTV.

6. Kasie. Pemtrantib melakukan A 4 Pengisian formulir perbaikan 180 Penyelesaian dan
pengawasan dan monitoring menit Dokumen Administratif
terhadap perbaikan atau
pemeliharaan.

7. Kasie. Pemtrantib melaporkan Penyelesaian dan Dokumen 10 menit | Terselesaikannya perbaikan
hasil pengawasan dan > Administratif CCTV Kampung
monitoring kepada Lurah

8 Lurah melaporkan adanya Dokumen Administratif 5menit | Terlaporkannya perbaikan

perbaikan CCTV kepada Mantri
Pamong Praja melalui e-office

»| Selesai
Ll

CCTV Kampung kepada
Mantri Pamong Praja




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMINTAAN REKAMAN CCTV KAMPUNG



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

NOMOR SOP 028/SOP/GM/IV/2023

TGL. PEMBUATAN 2 Februari 2023

TGL. REVISI 10 April 2023

TGL. EFEKTIF 3 Mei 2023

DISAHKAN OLEH Mantri Pamong Praja Gondomanan

Subarjilan, S.I.P., M.Si.
NIP. 197207111992031006

NAMA SOP PERMINTAAN REKAMAN CCTV
KAMPUNG WILAYAH KEMANTREN
GONDOMANAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

10.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah
Kota Yogyakarta,;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah

1.Lurah

2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

3. Sekretaris Kelurahan

4. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat




11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pemantauan dan Pemeliharaan CCTV Kampung di Wilayah Kemantren Gondomanan

Kamera Pantau (CCTV);

NVR (Network Video Recorder);

Media Penyimpanan HDD (Hard Disk Drive/Fixed Disk);
Seperangkat Alat Tulis Kantor.

Form Permohonan Rekaman CCTV

agkrwnNPE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dilarang menyebarluaskan baik sebagian maupun keseluruhan rekaman & gambar pada
media apapun tanpa seizin pihak yang berwenang;

2. Dilarang merusak dengan sengaja baik sebagian maupun keseluruhan perangkat CCTV
Kampung;

3. Apabila terdapat indikasi kejahatan di lingkungan kampung, Lurah dapat melaporkan
kepada pihak Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas maupun Polsek; dan

4. Apabila terdapat indikasi gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan kampung,
Lurah dapat melaporkan kepada Mantri Pamong Praja untuk selanjutnya menugaskan
pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja untuk
menindaklanjuti.

Pencatatan dan pendataan dilakukan setiap terjadi permintaan rekaman,
indikasi kejahatan, maupun indikasi gangguan ketentraman dan ketertiban
di lingkungan kampung.




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Seksi Bhayangkara Lurah Mantri Persyaratan/ Waktu Output Ket.
No Kegiatan p - .
emerintahan | Pembina Keamanan Pamong Kelengkapan
Keamanan dan dan Ketertiban Praja
Ketertiban Masyarakat

1. Bhabinkamtibmas menerima laporan Adanya permintaan dari 60 Formulir permohonan
permohonan rekaman CCTV dari ) masyarakat/unsur menit rekaman CCTV yang memuat
masyarakat/unsur pemerintah lain. pemerintah lain waktu rekaman dan titik

lokasi  (disediakan  oleh
Kelurahan)

2. Bhabinkamtibmas melakukan analisa Formulir permohonan 60 Formulir permohonan
terhadap permintaan rekaman CCTV. rekaman CCTV yang menit rekaman CCTV yang memuat
Apabila diperlukan, Bhabinkamtibmas memuat waktu rekaman waktu rekaman dan titik
dapat melaporkan kepada unsur terkait di dan titik lokasi lokasi yang ditandatangani
Polsek untuk memohon arahan. Setelah itu, oleh Bhabinkamtibmas
Bhabimkamtibmas menyerahkan formulir
permohonan rekaman CCTV kepada Lurah. 4

3. Memberikan izin untuk mengambil hasil tidak v Formulir permohonan 30 Surat izin pengambilan
rekaman dan memberikan disposisi kepada rekaman CCTV yang menit hasil rekaman CCTV
Kasie Pemtrantib untuk mengunduh file memuat waktu rekaman Kampung
rekaman dan memberikannya kepada dan titik lokasi yang
pemohon apabila izin diberikan. ditandatangani oleh

Bhabinkamtibmas

4. Kasie Pemtrantib melakukan pengunduhan Surat izin pengambilan 15 Dokumen hasil rekaman
file rekaman sesuai yang diminta oleh P hasil rekaman CCTV menit CCTV dalam bentuk Soft File
pemohon lalu memberikannya kepada D Kampung
pemohon dan melaporkan kepada Lurah.

5. Lurah melaporkan adanya permohonan Surat izin pengambilan 10 Tercatatnya permohonan
rekaman kepada Mantri Pamong Praja. > — hasil rekaman CCTV menit

Apabila diperlukan, Mantri Pamong Praja
dapat menindaklanjuti lebih jauh.

£

Kampung (tembusan
kepada Mantri Pamong
Praja)

pengambilan hasil rekaman
CCTV Kampung




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAMPINGAN PERMOHONAN NIB (OSS)



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 29/SOP/GM/V/2023
Tanggal Pembuatan 05 April 2021
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh .
MANTRI PAMONG PRAJA
EN GONDOMANAN
Judul SOP PENDAMPINGAN PERMOHONAN 0SS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Bagi Usaha Mikro Dan Kecil

1 Analis Pembangunan : S1
2 Kepala Jawatan : S1

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. 1. Alat Tulis Kantor
) r2. Komputer
3 IIIr3. Printer
(4. Akun 0SS
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka pemohon/pelaku UMKM tidak memperoleh NIB dan IUMK

Register UMKM




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Jawatan Keterangan
Pemohon Front Office Kelengkapan Waktu Output
Kemakmuran
' Pemohon datang ke Keluaran/Kemantren dengan membawa [ } EC KTP 5 menit Konsep surat . ' )
Fotocopy E-KTP Pendampingan dilakukan jika
Formuli pemohon kurang paham tentang
) Front Ofice memberikan Formulir permohonan IUMK sekaligus Formulir 10 menit ermohonan pengajuan IUMK melalui 0SS
untuk keperluan Rekapitulasi UMKM untuk diisi oleh pemohon permohonan IUMK IpUMK
Jika pemohon mempunyai email akif
A 4 - ; -
Setelah form fterisi pemohon diarahkan ke Jawatan , Formulir ”?aka pengisian form dI.QSS bisa
) o i ) NIK, email dan No ) dilakukan secara mandiri dengan
3 |Kemakmuran untuk didampingi pengajuan UMK melalui JSS . 30 menit permohonan G )
o HP yang akif email pribadi, jika pemohon fidak
kemudian dicetak IUMK .
memiliki email akiif maka akan
didampingi dengan akun Kemantren
4 FO menyerahkan I?orm.SKM kepada Pemohon untuk diisi P Form SKM 5 menit SKM
sebelum mengambil hasil cetakan
NIB, IUMK,
5 |Pemohon memperolah NIB, IUMK dan lampiran [UMK [ }< NIB, IUMK 5 menit Lampiran IUMK,
SKM




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENARIKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PKL



30/SOP/GM/V/2023+A36:J60
KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 30/SOP/GM/V/2023
Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh
MANTRI PAMONG PRAJA
EN GONDOMANAN
Judul SOP PENARIKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PKL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta
No.5 Tahun 2012 tig Retribusi Jasa Umum

1 Analis Pembangunan : S1
2 Kepala Jawatan : S1

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. 1. Alat Tulis Kantor

) r2. Komputer
3 IIr3. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka Penarikan refribusi Kebersihan tidak dapat dilaksanakan sehingga
tidak diperoleh pendapatan daerah dari refribusi sampah

Register UMKM




PELAKSANA Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kasi Jawatan | Staf Jawatan |Petugas ?unqutan PKL Dinas L|.ngkungan Kolengkapan Waktu Output Ket.
Kemakmuran | Kemakmuran Retribusi Hidup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup mendistribusikan < > Sut;attangj_s Karcis Retribusi
1 |surattanda retribusi kepada Kepala Jawatan setoran (, ) 1jam Setiap Akhir bulan
atau karcis Sampah
Kemakmuran -
Retribusi sampah
Kepala Jawatan Kemakmuran mendistribusikan kepada . - . Karcis Refribusi
2 I Karcis refribusi 1 jam
Petugas pemungut Retribusi Sampah
Pemungutan Retribusi
dan arahan bahwa PKL
Petugas pemungut Retribusi mendistribusikan kepada Karcis Refribusi r:t:igtﬁ:a;g imbayar
3 [PKL (Pedagang Kaki lima) dan PKL membayar sesuai Karcis refribusi {21 Hari Kerja | Sampah dan uang
keteta dah ditentuk ribusi mendapatkan teguran
elelapan yang suaan dientukan refibusi lisan setelah 1 bulan dan
surat peringatan setelah
3 bulan
Rek Karcis Refribusi
Petugas pemungut Retribusi memberikan data PKL yang ekap arcis Rebus Setelah selesai
i b | pendapatan Sampah,uang
sudah membayar dan PKL yang fidak membayar dengan S Lo . b pemungutan dan rekap,
4 / retribusi dan data |1 harikerja |refribusi, Tanda
alasan tertentu kepada Staff jawatan Kemakmuran untuk . . uang langsung
. . PKL yang sudah terima dari )
di data dan direkap . disetorkan ke DLH
tutup atau lainnya. kemanfren
5 Rekap data retribusi diserahkan kembali kepada petugas D:f reiEZZhP KL 1 hari kerja Tanda terima
untuk di setorkan ke Dinas Lingkungan Hidup yangp ' Retribusi
Tutup ,dll
Dinas Lingkungan Hidup menerima pembayaran retribusi T""”‘,ja tgrlma
: Penyerahan uang ... |Retribusi yang
6 [dan menyerahkan bukt pembayaran / setoran kepada o 1 hari kerja i
Petugas P t Retribusi refribusi dari PKL sudah di tid dan
efugas Pemungut Refribusi BLkE Sedar
Tanda terima
7 Petugas refribusi menyerahkan buki setoran kepada ka. ( > Pengarsipan buki 1 hari kerja Retribusi yang
Jawatan Kemakmuran untuk diarsip bayar sudah di ttd dan

Bukii Setor




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI TAHUNAN



Nomor SOP 31/SOP/GM/1V/2023
Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019
Tanggal Revisi 17 April 2017
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA Judul SOP PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI TAHUNAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
4. Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil

1 Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik

2 Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan publik,
S2 limu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang pendidikan S1

3 Pengadministrasi : SMA/SMK

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk E-Ofice
2. sop Pelayanan Pengadministrasi Surat Keluar
3 SOP SuratKeluar E-Office

1. Alat Tulis Kantor

r2. Komputer

Ir3. Printer

r4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka kemunkinan ada pegawai yang mengambil cuti di luar jumlah cuti yang
diperbolehkan

Buku register Surat Keluar, Register Cuti Tahunan
Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
. Pejabat Y
No Kegiatan Pengadministrasi Atasan e ang Keterangan
ASN - . 1 Berwenang Kelengkapan Waktu Output
n n n
st #ngsung Memberi Cuti
ASN mengajukan permintaan secara terfulis kepada Atasan Langsung/ Pejabat
1 |yang berwenang Memberlkan' Cut denggn fqrmat sesuai lampiran 1.b Perkg Forlm Permohonan 10 menit Surat Permohonan
BKN No. 24 Tahun 2017, Cut tahunan diberikan paling kurang 1 (satu) hari 'y Cut Tahunan
kerja
Pegawai yang mengajukan cuti menyampaikan surat permohonan ke X
, |pengadministrasi kepegawaian untuk dicatat pada penjagaan cut dan dituliskan Tidak Ya ATK, Reguster Cut 10 menit Form Cut
sisa cuti PNS yang masih bisa diambil, jika tidak ada cuti yang bisa diambil Tahunan Tahunan
dikembalikan ke ASN, Jika masih diteruskan ke Atasan Langsung
; ; ; ; ; v
Pegawai yang mengajukan cuf menandatangan.l s.ur.at penggjuan dan — . Form Cui
3 |menyampaikan kepada atasan langsung untuk disetujui dan pejabat yang ATK 15 Menit
. - . ) Tahunan
berwenang memberikan cuti paling lambat 2 hari sebelum cuf
4 Formulir Permlmaah cuf Idlajukan untuk ditandatangani Pejabat yang A ATK 10 menit Form Cut
Berwenang Memberikan Cufj; Tahunan
P inistrasi Ki i irimk ke Kepala BKPP
engadministrasi Kepegawaian menglrlmlan tembusan ke epa a ' da.n ATK, Kendali surat ' Form Cui
5 |Inspektorat Kota Yogyakarta dan menyimpan dokumen asli sebagai arsip < 10 menit )
- keluar Tahunan, Arsip
kepegawaian;
Pengadministrasi Kepegawaian menyerahkan Salinan Surat Cuti kepada ASN, Eorm Cui
4 |Pegawai yang melaksanakan cut wajib melapor kepada atasan langsung < ATK 5 menit Tahunan

setelah melaksanakan cui.




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENILAIAN E-PKP



Nomor SOP 33/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 17 April 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
KEFATEREN GONDOMANAN
BRI AN, S.LP.. MSi.
KEMANTREN GONDOMANAN LE#7207111992031006
KOTA YOGYAKARTA Judul SOP PENILAIAN E-PKP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.
" 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 11 Tahun 2022Tentang Penilaian Kinerja Pegawai
di Pemerintah Kota Yogyakarta

1 Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik

2 Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan publik,
S2 limu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang pendidikan S1

3 Pengadministrasi : SMA/SMK

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1.

1. Alat Tulis Kantor

Ir2. Komputer

r3. Printer

IIF4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka Suratyang dikirim idak sesuai dengan tata naskah dinas,
penelusuran surat keluar membutuhkan waktu lama

Buku register Surat Keluar
Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengadministrasi Ka. Sub Bag. : Keterangan
Umum dan Pegawai Kelengkapan Waktu Output
Umum i
Kepegawaian
1 Pengadmnistrasi melakukan sefing untuk pegawai yang dinilai dan penilai yang terdiri dari ( \ Kompuier 10 hari kerja penllal,lp'egawal
Afasan, Rekan sejawat dan Bawahan A_/ yang dinilai
y
Ka sub bag Umum dan kepegawaian mengecek kesesuaian setingan penilai dan pegawai / \ . .
o . ) ) penilai, pegawai
2 |yang akan dinilai, jka sudah sesuai diumumkan ke seluruh pegawai untuk melakukan Komputer 120 menit ana diniai
penilaian, jika belum dikembalikan ke pengadministrasi umum untuk disesuaikan \/ yang
3 |Pegawai melakukan penilaian sesuai seting pada sistem e-PKP yang ada di JSS Komputer 10 hari kerja |nilai e-PKP
4 Ka. Sub nglan Umumdan Kepegawallan n\engevglua3| dan mengirimkan hasil penilaian ©< Komputer 10 hari kerja |niai e-PKP
untuk perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai
Total Wakiu 30 hari kerja




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT MASUK E-OFFICE



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 34/SOP/GM/IV/2023
Tgl Pembuatan 1 Agustus 2019

Tgl Revisi 17 April 2023

Tgl Pengesahan 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
" EN GONDOMANAN

Nama SOP

Surat Masuk E-Office

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 ttg Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

3. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Aktif Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Inaktif Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2
Kebijakan publik atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang
pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum.

2. Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan
publik, S2 Ilmu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang
pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum.

3. Pengadministrasi Umum : SMA/SMK

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar
2. SOP Pengarsipan Dokumen

1. Buku tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Buku Agenda
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Pengadministrasian surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa
ditindaklanjuti tepat waktu

Surat masuk harus dicatat dalam kartu kendali masuk




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengadmin Mantri Mantri Persyaratan/
Pamong Pengolah Waktu Output Ket.
OPD Anom Praja Kelengkapan
1. | Menerima, Mencatat, Memberi Buku agenda surat 10 Surat tercatat dalam
nomor melanjutkan ke Mantri [ ] masuk menit | terima surat dan
Anom Komputer sudah diberi kode
2. | Mantri Anom Melanjutkan surat ke v Komputer 15 Surat tercatat dalam
Mantri Pamong Praja menit | terima surat dan
sudah diberi kode
3 Mantri Pamong Praja menerima Komputer 5 menit | Surat tercatat dalam
surat, membaca isinya Y terima surat dan
sudah diberi kode
4 Mendisposisi Surat Masuk untuk Komputer 30 Surat tercatat dalam
ditindak lanjuti melalui Mantri < menit | terima surat dan
Anom sudah diberi kode
5 Menerima disposisi surat masuk Komputer 5 menit | Surat masuk
dari Mantri Pamong Praja melalui terdistribusi ke
Mantri Anom, dan menindaklanjuti pengolah dan
tercatat di masing-
masing pengolah
6 Surat tersimpan di masing-masing A

pengolah




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT KELUAR E-OFFICE



Nomor SOP 35/SOP/GM/1V/2023

Tgl Pembuatan 1 Agustus 2019
Tgl Revisi 17 April 2023
Tgl Pengesahan 3 Mei 2023
Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOMANAN AN TAZN
KOTA YOGYAKARTA
Nama SOP Surat Keluar Eoffice

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang 1. Mantri Pamong Praja : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2
Penyusunan  Standar  Operasional ~ Prosedur  Penyelenggaraan Kebijakan publik atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang
Pemerintahan. pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum.

2. Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 ttg Pedoman Kebijakan publik, S2 lImu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belakang pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum.

3. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 3. Pengadministrasi umum : SMA/SMK
Arsip Aktif Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Arsip Inaktif Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk 1. Bukutentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. SOP Pengarsipan Dokumen 2. Buku Agenda

3. ATK

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:




PELAKSANA MUTU BAKU
Pengonsep/Pejab . Mantri .
URAIAN PROSEDUR at Struktural/ Pengadmln Pamong U.mt Persyaratan Waktu Output
. PD . tujuan
Mantri Anom Praja

Membuat Draft surat dan memilih jenis surat - komputer 30 menit | Draft
sesuai kemudian dimintakan Verifikasi -ATK
kepada Mantri Anom I }< Koreksi
Surat disampaikan kepada Sekretaris Mantri - komputer 10 menit | Draft
Pamong Praja untuk diperiksa apabil ada ‘ ' -ATK
koreksi dikembalikan ke pengonsep atau ;Q< tidak
dikoreksi sendiri kemudian diteruskan ke
Mantri Pamong Praja untuk ditandatangani
Mengoreksi dan menandatangani surat ya komputer 10 menit | Draft

\> - ATK
Mencatat dan mengendalikan surat keluar komputer 10 menit | Surat
(biasa/rahasia) dengan memberikan nomor ya -ATK berstempel dan
kode, nomor urut kemudian diteruskan ke unit < terdistribusikan
tujuan
Surat keluar tersimpan di Daftar Surat Keluar v komputer 10 menit | Surat

-ATK berstempel




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN TAMU KEDINASAN



KEMANTREN GONDOMANAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 036/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019

Tanggal Revisi 10 April 2023

Tanggal Pengesahan 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
Nama SOP Penerimaan Tamu Kedinasan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan walikota Kepada Mantri Pamong Praja untuk melaksanakan
sebagian urusan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tamu Dinas
di Pemerintah Kota Yogyakarta

3. Mantri Pamong Praja, S1
4. Mantri Anom, S1
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian S1

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :
1. ATK
2. Komputer

Peringatan :
SOP tidak dilaksanakan maka Tamu dinas tidak dapat diterima

Pencatatan dan Pendataan :
Buku Tamu




PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
KEGIATAN Front Kasubag Man';ri Pamong Kelengkapan dan Waktu
Office umum dan Praja bese;rta Peralatan Output
Kepeg Pendamping
1 2 3 4 5 6 7 8
Tamu kedinaasan yang sudah melalui Prosedur Buku Tamu 2 menit Tamu Pendamping MPP
dari Bagian Protokol datang ke Kemantren, FO adalah Mantri Anom,
Menerima tamu dan mempersilahkan mengisi Kepala Jawatan, Ka.
buku tamu kemudian memberi informasi kepada ( ) Sub Bagian yang
Ka. Sub Bagian Umum membidangi Kegiatan/
Tupoksi sesuai
dengan Tujuan Tamu
Menemui tamu dan mempersilahkan duduk penerimaan | 2 menit Tamu dan | -
terlebih dahulu di tempat penerimaan Tamu, v meja/kursi, informasi
menyediakan Jamuan Tamu, memberikan laptop, LCD,
informasi kepada MPP, Mantri Anom dan Jamuan Tamu, ATK
Pendamping serta membantu  melengkapi
dokumen perjalanan dinas
Mantri Pamong Praja beserta pendamping Informasi tamu 120 menit Informasi -
menemui tamu dan memberikan informasi sesuai S Identitas tamu
tujuan tamu kedinasan
Memberikan dan menyerahkan surat tugas dan ATK, Stempel 5 menit Surat -
atau surat perjalanan dinas setelah selesai dan ( >< tugas dan
mengantarkan tamu keluar atau surat
perjalanan

dinas




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 037/ SOP/ GM/1V/2023
Tanggal 1 Agustus 2019
Pembuatan

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

Nama SOP Penatausahaan Barang Persediaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 122 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Pengurus Pengguna Barang

2. Penatausahaan Barang / Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. PPTK/Petugas Urusan

4. Bendahara Pengeluaran

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Rekonsiliasi Aset tetap dan tidak tetap
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan

1. Komputer

2. Printer

3. Lembaran Kerja
4. Kalkulator, ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan antara bagian pengadaan barang dengan bendahara pengeluaran
dan pengurus pengguna barang tidak berjalan baik maka akan menghambat laporan dan
mendapat temuan dari pihak pengawas , juga perlu adanya koordinasi dengan seluruh
bagian yang terkait

Semua aktifitas mulai dari pengadaan,penggunaan,dan
penghapusan barang hingga di masukannya barang kedalam SIM
Persediaan menjadi kegiatan utama dalam laporan persediaan.




Pelaksana Mutu Baku Ket.
_ PPTK/ Pengurus Pejabat Bendahara
No Kegiatan Petugas Pengeluaran/ | Persyaratan/ | Waktu
Urusan Pengguna Penatausahaan Verifikator Kelengkapan | (menit) Output
Barang Pengguna Keuangan
Barang
1. PPTK membeli barang persediaan sesuai dengan DPA, RKBMD | 60 Nota/
DPA dan RKBMD dan menyerahkan foto copy ( }L > Kuitansi
nota pembelian kepada pengurus pengguna y
barang
2. Mengecek kesesuaian antara daftar pembelian, v Nota/Kuitansi 60 Nota/ sebagai bahan
kwitansi/nota pembelian dengan barang yang Kuitansi laporan Bulanan,
diterima jika tidak sesuai dikembalikan ke PPTK, ] yg Semesteran dan
jika sesuai Pejabat Penatausahaan Barang | |'dd Tahunan
memberi paraf pada nota dan bend 26
3. Menyimpan barang persediaan yang telah dibeli Nota/Kuitansi 60 Nota/Kuitans | Pengambilan barang
kedalam tempat penyimpanan/Almari terkunci i persedigan atas
lalu  Menginput data pembelian Barang Buku persetujuan
Persediaan yang telah diteliti sebelumnya < Pengambilan | Pengurus Pengguna
kedalam Aplikasi SIMBADA Barang Barang dan mencatat
ke dalam buku
pengambilan barang
4. PPTK Membuat laporan pertanggung jawaban v Kwitansi 60 SPJ,
atas pembelian barang persediaan dan diserahkan o Pembelian/nota Hasil entry
kepada Verifikator keuangan dan Bendahara - ,Bend 26, Print barang
Pengeluaran untuk dibukukan dalam BKU hasil entry dari Persediaan
sim persedian
5. Pengurus Pengguna Barang membuat laporan DPA, Kwitansi | 30 Barang yang
mutasi barang persediaan setiap akhir bulan dan Pembelian/nota sudah dibeli
melakukan  rekonsiliasi dengan  bendahara ( )« , Gudang/ berupa ATK
pengeluaran, pelaksana akuntansi dan bidang Almari , Laporan
. terkunci, Barang
Aset. Membuat laporan semester dan akhir tahun. Komputer dan Persediaan
SDM baik
Bulanan,Sem
esteran dan
Tahunan
TOTAL WAKTU | 270




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT KELUAR MANUAL



Nomor SOP 38/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019
Tanggal Revisi 17 April 2017
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh _
MANTRI PAMONG PRAJA
y 731 EN GONDOMANAN
J,’/Q;/_\If‘
{ % o .\ L
KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA Judul SOP SURAT KELUAR MANUAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota No. 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta

3. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip akiif Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inakiif
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1 Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik

2 Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan publik,
S2 limu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang pendidikan S1

3 Pengadministrasi : SMA/SMK

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP SuratMasuk E-Ofice
(2. soP Pelayanan Pengadministrasi Surat Masuk
3 SOP SuratKeluar E-Office

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer
'3. Printer
r4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka Suratyang dikirim idak sesuai dengan tata naskah dinas,
penelusuran surat keluar membutuhkan waktu lama

Buku register Surat Keluar
Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ka. Sub Bag U / Keterangan
o Pengonsep i s H Mantri Pamong Praja Kelengkapan Waktu Output 9
Pengelola Surat
Menyusun konsep surat sesuai dengan pokok permasalahan dan Koreksi
1 |pedoman tata naskah dinas dan dimintakan persetujuan atasan secara < orexs ATK, Komputer 10 menit Konsep surat
berjenjang. Selanjuinya disampaikan kepada pengadministrasi umum _—
t di ikan kepada Mantri PP untuk diperik kali
2 Surat disampaikan kepada Mantri PP untuk diperiksa sekaligus >|__|< Surat Pemberitahuan 10 menit Pemberitahuan
mendapatkan pengesahan/ penandatanganan. L 1 Tidek
3 |Mengoreksi dan menandatangani surat Persyaratan permohonan |sesual Pemberitahuan
g g > E-KTP baru: KK Asii |Dindukcapil
Mencatat dan mengendalikan surat keluar (biasa/rahasia) dengan
memberikan nomor kode, nomor urut, perihal /isi ringkas, tanggal,lampiran Ya .
< P 2] h )
4 |dan pengolah surat keluar pada lembar pengendali berwarna merah, | ersyaratan perfmo F)nan sgsual - |Pemberitahuan
) . . E-KTP baru : KK Asli Dindukcapil
membubuhkan stempel instansi serta mencatat pada buku register surat
keluar, untuk selanjuinya diserahkan kepada caraka untuk dikirim.
P fa h i
5 [Mengarsip suratkeluar ersyaraian permononan | sesual E-KTP

:

E-KTP baru : KK Asli

Dindukcapil




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT MASUK DARI LUAR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



Nomor SOP 39/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019
Tanggal Revisi 17 April 2017
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh .
MANTRI PAMONG PRAJA
y ANEREN GONDOMANAN
iy o\ .
KEMANTREN GONDOMANAN )

KOTA YOGYAKARTA SURAT MASUK DARI LUAR PEMERINTAH KOTA

Judul SOP YOGYAKARTA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota No. 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta

3. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip aktfLingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta

4 Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inakif
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1 Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik

2 Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan publik,
S2 limu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang pendidikan S1

3 Pengadministrasi : SMA/SMK

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk E-Office
(2. SOP Pelayanan Pengadministrasi Surat Keluar
3 SOP SuratKeluar E-Office

1. Alat Tulis Kantor

r2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Surat idak tersampaikan ke pengolah,
penelusuran surat keluar membutuhkan wakiu lama

Buku register Surat Keluar

Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan ini i Mantri P Keterangan
9 Pengadministrasi Mantri anom antri ?mong Pengolah Kelengkapan Waktu Output
Umum Praja
. ATK. K te Surat Masuk Pengolah Surat adalah Mantri
Menerima, Mencatat pada buku register surat masuk, L OmpUE, .
: register surat masuk, |15 menit yang sudah Anom, Kepala Jawatan, Ka.
kemudian menscan surat masuk dan mengentry ke eofiice . . )
scanner dikendali Sub Bagian
Surat Masuk
Mantri anom memproses sesuai surat masuk pada eoffice Komputer 30 menit yang sudah
dikendali
. . S . Surat Masuk
Mantri pmong Praja memproses disposisi sesuai surat EH Komputer 15 Menit yang sudah
masuk eoffice i i
dikendali

Pengolah menerima disposisi dan menyimpan surat sesuai ( ) Komputer 15 Menit Arsip
dengan proses pada surat masuk eoffice




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 040/ SOP/ GM/1V/2023

Tanggal 29 Juli 2022

Pembuatan

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA

CEFANEREN GONDOMANAN
A
Ve
Iy o\
JET cewanTreN /
N o
IB \N. S.LP.. ML.Si.

Gy
NYE##7207111992031006

Nama SOP Penatausahaan Barang inventaris

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Pengurus Pengguna Barang

2. Penatausahaan Barang / Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. PPK/PPTK/Petugas Urusan

4. Pengguna Barang

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Rekonsiliasi Aset tetap dan tidak tetap
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan

1. Komputer

2. Printer

3. Lembaran Kerja
4. Kalkulator, ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan antara bagian pengadaan barang dengan PPK/PPTK dan pengurus
pengguna barang tidak berjalan baik maka akan menghambat laporan dan mendapat
temuan dari pihak pengawas , juga perlu adanya koordinasi dengan seluruh bagian yang
terkait

Semua aktifitas mulai dari pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemeliharaan dan Penghapusan barang hingga di masukannya
barang kedalam SIMBARA menjadi kegiatan utama dalam laporan
Aset Tetap




PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS

Pelaksana Mutu Baku Ket.
: PPK/PPTK Pengurus Pejabat
No Kegiatan Petugas Pengguna Persyaratan/ Waktu
Urusan Pengguna Penatausahaan Barang Kelengkapan (menit) Output
Barang Pengguna
Barang
1. Pengurus Barang Pengguna menerima barang DPA, 60 Nota/ Kuitansi
inventaris beserta dokumen dan pendukungnya ( ’L > RKBMD,SPK,BA Barang
dari PPK untuk di periksa kelengkapan dan ST dan Dokumen Inventaris
jumlah unitnya. 4 pendukung lainya
2. Menerima dan memeriksa kesesuaian antara v Nota/Kuitansi dan | 60 Nota/ Kuitansi
daftar pembelian, kwitansi/nota dengan barang dokumen Barang
inventaris yang diterima jika tidak sesuai | _ ¥a pendukung lainya Inventaris
dikembalikan ke PPK/PPTK, kalau sudah sesuai Tidak
Nota/kuitansi ~ di  serahkan ke  Pejabat
Penatausahaan untuk di buatkan Laporan
Pertanggungjawaban
3. Menyerahkan/mendistribusikan barang inventaris BAST 60 BAST, Surat
yang telah dibeli ke ruangan/pemakai untuk di Dokumen Keterangan
gunakan sebagaimana mestinya < pendukung lainya Pemakaian/pen
ggunaan
4. Pengguna Barang/ unit kerja menerima barang BAST 60 BAST
yang telah didistribusikan untuk di gunakan Dokumen
sebagaimana mestinya. R pendukung lainya
5. Pengurus Barang Pengguna menginput data BAST 60 Daftar barang
barang kedalam SIMBARA untuk membuat P Dokumen Inventaris
laporan bulanan,semesteran dan tahunan. ) pendukung lainya
6. Memberi nomor inventaris pada barang yang X Label penomoran | 30 Fisik barang
telah didistribusikan/ digunakan Daftar barang inventaris yang
< ) telah di beri
nomor Id
TOTAL WAKTU 230
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PINJAM ARSIP



Nomor SOP 41/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 6 Januari 2021
Tanggal Revisi 17 April 2017
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA Judul SOP PINJAM ARSIP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. 3. Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 ttg Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

3. Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip akif Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktf
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1 Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik

2 Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan publik,
S2 limu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang pendidikan S1

3 Pengadministrasi : SMA/SMK

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk E-Office
(2. sop Pelayanan Pengadministrasi Surat Masuk
3 SOP SuratKeluar E-Office

r2. Komputer
F
3. Printer

1. Alat Tulis Kantor

r4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka Arsip bisa hilang atau idak kembali sesuai wakiu yang ditentukan

Buku register Surat masuk, Register Pinjam Arsip
Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan P ini i Ka. Ka. Keterangan
* Pemohon engadministrasi Mantri PP @ Jawatar.ll 2 Kelengkapan Waktu Output 9
Umum Sub Bagian
1 Pemohonln?embgat surat pengajuan Pinjam Arsip dan diserahkan kepada SuratPermohonan 110 menit Surat
Pengadministrasi Umum Permohonan
v
9 mencatat dan menagenda di surat masuk sesuai SOP Pengadministrasi Surat ATK, agenda surat 10 menit Surat Masuk yang
Masuk dan diajukan disposisi kepada Mantri Pamong Praja masuk sudah dikendali
3 Mantri Pamong Praja memberikan disposisi surat kepada Kepala Jawatan/ Ka. I:"—| ATK 15 Menit Surat Masuk yang
Sub Bagian yang memiliki arsip dimaksut untuk ditndaklanjut peminjaman arsip sudah dikendali
Kepala Jawatan/ Ka. Sub Bagian yang memiliki arsip dimaksud menyiapkan v Redister Pinam
4 larsip dan menyerahkan ke Pengadministasi umum untuk dicatat ATK, Arsip 10 menit Ar? )
peminjamannya pada buku register peminjaman arsip SP
Pengadministrasi Umum mengisi buku pinjam arsip dan menulis jenis arsip
5 |yang dipinjam, dan menulis seberapa lama arsip akan dipinjam, sebelum b ATK, Arsip, Identtas {10 menit Arsip
menyerahkan meminta identtas peminjam sebagai jaminan
Arsip diserahkan, Pemohon pinjam arsip harus menjaga arsip agar tetap
dalam keadaan baik sampai arsip dikembalikan lagi ke Kec. Gondomanan dan . . ' '
4 Imengembalikan arsip sesuai dengan wakiu yang telah disepakat, dan bisa Arsip, Identtas 5 menit Arsip

mengambil kembali identtas yang digunakan untuk jaminan
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGGUNAAN RUANG RAPAT



Nomor SOP 42/SOP/GM/IV/2023

KEMANTREN GONDOMANAN

Tanggal Pembuatan 05 April 2021
Tanggal Revisi 17 April 2017
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
FEREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA

Judul SOP PENGGUNAAN RUANG RAPAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan

1 PPTK: $1
2 Pengatausahaan Barang dan Aset: SMA/SMK
3 Pengadministrasi : SMA/SMK

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP SuratMasuk E-Office
(2. SOP Pelayanan Pengadministrasi Surat Masuk
3 SOP SuratKeluar E-Office
(4 SOP Pelayanan Pengadministrasi Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor

IIr2. Komputer

r3. Printer

F

4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka Suratyang dikirim idak sesuai dengan tata naskah dinas,

penelusuran surat keluar membutuhkan wakiu lama

Buku register Surat Keluar
Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengadministrasi | Penatausahaan Keterangan
Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Umum Barang dan aset
Pegawai atau pihak lain mengajukan permintaan penggunaan ruang rapat
baik tertulis maupun tidak tertulis paling lambat 5 hari sebelum rapat dimulai Surat Pengolah Suratadalah
1 |kepada Petugas/Pengadministrasi Umum, dengan menyertakan informasi A—J Surat Permohonan |10 menit Permohonan Mantri Anom, Kepala
berupa hari/tanggal rapat, jumlah yang diundang, dan waktu pelaksanaan, Jawatan, Ka. Sub Bagian
serta kelengkapan yang dibutuhkan.
Pengadministrasi Umum/Petugas melakukan pengecekan di buku agenda Tidak Y Pengadministrasi umum
rapat dan papan informasi, jika ruang rapat tersedia, selanjuinya petugas Ya Informasi. Surat memberikan informasi
2 |menulis agenda rapat di buku agenda rapat dan papan informasi, paling ATK 10 menit Balasan’ tentang ketersediaan
lambat 3 hari sebelum rapat dilaksanakan. Jika tdak tersedia memberikan ruangan kepada
informasi kepada pengguna pengguna ruangan
Pengadministrasi  Umum memberitthukan agenda kegiatan kepada v Surat Masuk
3 |penatausaan barang dan aset tentang penggunaan tempat dan peralatan 15 Menit yang sudah
rapat untuk dipersiapkan dikendali
4 Pengadrnlmsirasll Kepeggwa@n/Petugas menghapu's ggenda rapatyang [ ]4 5 menit Pemberitahuan
tertulis di papan informasi ketika rapat sudah selesai dilaksanakan.




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKONSILIASI BARANG



Nomor SOP 43/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 05 April 2021
Tanggal Revisi 17 April 2017
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMATRREN GONDOMANAN

SUBKRIF AN, S.1P.. M.Si.

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA Judul SOP Rekonsiliasi Barang
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 1 Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik
Milik Daerah 2 Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan publik,
(2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Standar Operasional S2 limu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang pendidikan S1
Prosedur Administrasi Pemerintahan 3 Pengadministrasi : SMA/SMK

[ 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 122 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Penatausahaan Barang Persediaan 1. Alat Tulis Kantor
r2. Komputer
IIF3. Printer
r4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP fidak dilaksanakan maka Suratyang dikirim idak sesuai dengan tata naskah dinas, Buku register Surat Keluar

penelusuran surat keluar membutuhkan wakiu lama Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengurus Pengguna Bendahara Mantii PP dan ‘ Keferangan
Barang/ yang diberi pengelola Bidang Aset BPKAD Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
mandat keuangan/barang
1 Pengur.us Barang Mengecek data persediaan yang dientry di SIM _»C) Data Persediaan 960 menit
Persediaan A_J
Bendahara Pengeluaran Mencocokan data Barang Persediaan dari X
pengu'rus bar?ng antara data yang dienfry di SIM Persediaan dengan ok Ya Data Pembelian .
2 |data di SIPD, jika data sudah cocok, pengurus barang membawa ke Barana persediaan 960 menit
bidang Aset untuk diverifikasi, jika belum cocok dikembalikan ke gp
pengurus barang.
Pengurus barang Mengumpulkan dokumen hasil pencocokan untuk Y
dibawa ke Bidang Aset Kota Yogyakarta, kemudian data diverifikasi Tida .
L . . Draft Dokumen Berita .
3 |apakah sudah sesuai jika sudah sesuai di tandatangani Mantri PP dan N _ "2 | 960 menit
. . . Acara Rekonsiliasi
pengelola keuangan, jika belum sesuai dikembalikan ke Pengurus
Barang untuk dibenarkan
4 Dokumen hasu verifikasi dari bidang aset diambil untuk ditandatangani I_—“ a Dratt DokumerTlBelrna 960 menit
oleh Mantri PP dan Pengelola Keuangan | Acara Rekonsiliasi
5 Pfangurus Bargng menglrllmkan kembali dokumen ke Bidang Aset untuk #’—_I Dratft DokumerTIBelmta 960 menit
di tandatangani Kepala Bidang Aset Kota Yogyakarta L Acara Rekonsiliasi
Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani P .
. . . < Dokumen Berita )
6 |dikembalikan ke Pengurus Barang untuk diserahkan ke Bendahara .. |60 menit
. . . Acara Rekonsiliasi
Pengeluaran sebagai lampiran Pengajuan GU
Total Waktu 4860 menit
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA



Nomor SOP 44/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 05 April 2021
Tanggal Revisi 17 April 2017
Tanggal Efekif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA

PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN MANTRI PAMONG
Judul SOP PRAJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Walikota Yogyakara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan.

[ 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 122 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1 Ka. Bagian Organisasi : S2 Manajemen, S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik

2 Kasubbag Kelembagaan : S2 Adm. Negara, S2 Adminstrasi Publik, S2 Kebijakan publik,
S2 limu Hukum atau S2 yang serumpun diutamakam dengan latar belakang pendidikan S1

3 Pengadministrasi : SMA/SMK

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. SOP Penatausahaan Barang Persediaan

1. Alat Tulis Kantor

r2. Komputer

IIF3. Printer

r4. Buku Register dan Kendali Surat Keluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP fidak dilaksanakan maka Suratyang dikirim idak sesuai dengan tata naskah dinas,
penelusuran surat keluar membutuhkan waktu lama

Buku register Surat Keluar

Kendali Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Jawatan/ |Ka. Sub Bag. Umum | Pengadministrasi Keterangan
. . Kelengkapan Waktu Output
pemohon lain dan Kepegawaian Umum
Kepala Jawatan menginventarisasi kebutuhan SK yang diperlukan selama satu tahun Permohonan SK, sefiap awal hun
1 [anggaran, kemudian mengajukan kepada Ka. Sub Bagian Umum dengan menyertakan ( > ATK 15 menit Informasi SK dan anqaaran
informasi tentang SK MPP dan tanggal SK tanggal SK 9
Ka. Sub Bagian Umum mendata permohonan SK yang masuk dan mengurutan sesuai .
- , L ) Informasi SK dan
2 |ianggal SK yang diminta, kemudian menyerahkan kepada pengadministrasi Umum untuk ATK 15 menit
LR ) tanggal SK
diregistrasi pada buku register SK
3 Pengadmllnlstra3| L.Jmum menuliskan SK sesuai urutan tanggal SK pada buku register SK, ATK, Buku 15 Menit Nomor SK
dan menginformasikan nomor SK kepada Kepala Jawatan/ Pemohon Register
4 |Kepala jawatan/Pemohon menerima nomor SK, membuat SK dan mengarsip ‘ >< ATK, Komputer {60 menit SK Mantri PP
Total Wakiu 105 menit




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TRANSAKSI NON TUNAI



Nomor SOP 45/SOPIGM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh
MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOMANAN KTAL S
KOTA YOGYAKARTA
Nama SOP Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi 1. Mengetahui tugas dan fungsi Pelaksanaan Transaksi Non
Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten / Kota Tunai dan Bendahara pengeluaran
2. Instruksi Walikota Yogyakarta tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non | 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
Tunai. 3. Mengetahui aturan Keuangan
3. Peraturan Walikota No. 136 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 4. Rapi, tertib
Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pengajuan SPJ 3. Lembaran kerja
2. SOP Verivikasi SPJ 4. Buku catatan keuangan SPJ
5. Komputer, kalkulator, ATK,
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengajuan SPJ tidak berjalan dengan baik maka pengelolaan keuangan akan mendapat Aktivitas Pengajuan SPJ dicatat dan didata sebagai dokumen atau
temuan dari pihak pengawasan sehingga dapat menghambat kegiatan kantor dan bahkan bahan laporan keuangan dan pertanggung jawaban.
melumpuhkan aktivitas.




oleh Tim CMS

PELAKSANA MUTU BAKU Ket
KEGIATAN Bendahara Verifikator PPTK/ Kelengkapan Waktu
PPK Pengeluaran SPJ Petugas dan Peralatan Output
Urusan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PPTK melaksanakan kegiatan kemudian membuat Agenda kerja/ | 4 jam Data dan | -
dan mengumpulkan data realisasi keuangan dan Tupoksi bukti
bukti pengeluaran (Nota, kwitansi dil yang sesuai ( ) Data, buki pengeluaran
dengan transaksi) serta fotokopi NPWP penyedia pengeluaran
jasa.
PPTK meneliti kebenaran dan kelengkapan SPJ, v Agenda kerja/ | 1 jam Berkas SPJ | -
apabila sudah benar diserahkan ke Verifikator. Tupoksi
» Data, bukti
pengeluaran
tdk DPA

Verifikator mencermati kebenaran dan kelengkapan Rancangan 1jam Rancangan -
SPJ, apabila sudah benar diteruskan ke PPK, apabila SPJ SPJ
belum benar dikembalikan untuk diperbaiki terlebih < Buku
dahulu. - penatausaha

an keuangan

tdk

PPK memberi paraf pada SPJ yang sudah benar | ya Rancangan 30 menit | Rancangan
dan diteruskan ke Bendahara pengeluaran dan jika SPJ SPJ
apabila belum benar dikembalikan untuk diperbaiki Q‘ Buku
terlebih dahulu. penatausaha

an keuangan
Bendahara Pengeluaran membukukan SPJ yang | ya Hasil 30 menit | SPJ Tim CMS
sudah diverifikasi ~dan mentransfer uang dari Verifikasi terdiri dari
rekening giro Kemantren ke rekening penyedia jasa ( ) Komputer, Bendahara

ATK Pengeluaran

, PPK
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SPJ



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 46/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2018
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
KETAANRREN GONDOMANAN
W AN, S.1.P.. M.Si.
“()711 1992031006
Nama SOP Pengajuan SPJ

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota No. 136 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta

1. Mengetahui tugas dan fungsi Penerimaan SPJ dan Bendahara
pengeluaran

2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3. Mengetahui aturan Keuangan

4. Rapi, tertib

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pelaksanaan TRansaksi Non Tunai
2. SOP Verifikasi SPJ

1. Lembaran kerja
2. Buku catatan keuangan SPJ
3. Komputer, kalkulator, ATK,

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pengajuan SPJ tidak berjalan dengan baik maka pengelolaan keuangan akan
mendapat temuan dari pihak pengawasan sehingga dapat menghambat kegiatan kantor
dan bahkan melumpuhkan aktivitas.

Aktivitas Pengajuan SPJ dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan
laporan keuangan dan pertanggung jawaban.




S

OP : Pengajuan SPJ

PELAKSANA MUTU BAKU Ket
KEGIATAN Pengguna Bendahara Verifikator PPTK/ Kelengkapan Waktu
Anggaran PPK Pengeluaran SPJ Petugas dan Output
Urusan Peralatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PPTK Melaksanakan kegiatan Sesuai tatakala Agenda 360 menit Data
kerja/ dan
( ) Tupj)oksi bukti
Data pengel
uaran
PPTK Menyusun meneliti kelengkapan SPJ meliputi bukti Agenda 60 menit Berkas | Jika
pengeluaran , pemeriksaan kebenaran, pencocokan dan v kerja/ SPJ pengumpulan
perhitungan keuangan .per rincian kegiatan dan diparaf dan | g Tupoksi SPJ  melebihi
segera mengumpulkan SPJ dan Kelengkapannya selambat tdk E:;Z’elljx;:;n Latjnlggal Z?ngzg
lambatnya 2 x 24 jam dari selesainya kegiatan, waktu DPA masui< ke
penerimaan SPJ mulai tanggal 1 s.d 25 setiap bulan kecuali bulan
bulan Desember berikutnya
Mencermati kebenaran perhitungan keuangan, pajak Rancangan 60 menit Rancan | -
apabila ada pada SPJ yang diterima, kelengkapan dan SPJ gan
lampiran lain yang diperlukan dalam rangka verifikasi. Jika o Buku SPJ
sudah benar diteruskan ke PPK maksimal tgl 25 setiap " Zﬁnkﬁ;ﬁggﬁ
bulannya kecuali bulan Desember dan jika belum akan tdk
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai kesalahan
Menyerahkan hasil verifikasi ke PPK untuk dicermati. Jika ya Rancangan 30 menit Rancan
sudah sesuai akan diparaf kemudian diteruskan ke SPJ gan
Bendahara Pengeluaran dan jika belum, akan dikembalikan < Buku SPJ
dan diperbaiki sesuai arahan. gﬁnkaéﬁgﬁggﬁ
Bendahara Pengeluaran membukukan SPJ Pengeluaran ya Hasil 30 menit SPJ -
yang sudah diverifikasi dan sudah benar pada BKU, R Verifikasi
Fungsional dan Buku Per rincian Objek " i_?_r;puter,
. SPJ yang sudah dibuku oleh Bendahara Pengeluaran di SPJ 10 menit SPJ
serahkan ke Pengguna Anggaran untuk di tandatangani. C): i_?_rlz]puter,




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

EVALUASI PERENCANAAN



Nomor SOP 47/SOP/IGM/1V/2023
Tgl Pembuatan 1 Agustus 2019

Tgl Revisi 17 April 2023

Tgl Pengesahan 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA

BERIM AN, S.1.P.. M.Si.
NYEE97207111992031006

Nama SOP

Evaluasi Perencanaan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

2. Peraturan Walikota Y ogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi

3. Peraturan Walikota No. 136 Tahun 2021 Tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta

1. S-1 Sarjana sederajat
2. D-Ill Diploma sederajat

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

3. SOP Musrenbang

1. Komputer

2. Uraian tugas pokok dan fungsi pegawai
3. DPA

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

2. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Perencanaan
berikutnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Arsip Keuangan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Mantri Mantri Ka. Sub Bagian Analis Persyaratan/
Pamong Keuangan, Waktu Output Ket.
. Anom Perencanaan | Kelengkapan
Praja PEP
1. Analis Perencanaan mengevaluasi - Komputer 6 x 180 | Draft Laporan
perencanaan dan dokuman perencanaan - DPA menit Evaluasi
(Msrenbang, RKA, DPA, RKBMD,Renja, ¥l ) - Renja
Renstra) - Renstra
- RKBMD
- ATK
2. Hasil Analisa di koreksi oleh Ka. Sub Tidak - Komputer 360 menit | Draft Laporan
Bagian Keuangan, PEP, apabila ada - DPA Evaluasi
kekurangan  dikembalikan ke analis < - Renja
Perencanaan dan apabila sudah benar > - Renstra
diteruskan ke Mantri anom - RKBMD
- ATK
3 Mantri Anom mengkoordinasikan hasil Y4 - Komputer 120 menit | Draft Laporan
evaluasi dengan pejabat struktural / PPTK, Tid - DPA Evaluasi
apabila ada tambahan/koreksi - Renja
dikembalikan ke Ka. Sub Bagian - Renstra
Keuangan, PEP untuk diperbaiki - RKBMD
- ATK
4 Apabila sudah sesuai, analis Perencanaan Ya - Komputer 60 menit | Dokumen
menyusun dokumen evaluasi perencanaan - DPA Evaluasi
- Renja Perencanaan
- Renstra
- RKBMD
ATK
5 Dokumen evaluasi perencanaan - Komputer 10 menit | Dokumen
dimintakan tanda tangan Mantri Pamong < - DPA Evaluasi
Praja dengan diparaf Ka. Sub Bagian C} - Renja Perencanaan
Keuangan, PEP dan Mantri Anom - Renstra yang  sudah
- RKBMD

ATK

ditandatangan
i




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN VERIFIKASI SPJ



KECAMATAN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
SUB BAG KEUANGAN, PELAPORAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP 48/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
EN GONDOMANAN

, . M.Si.
NIR#7207111992031006

Nama SOP Pelaksanaan Verifikasi SPJ

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Walikota No. 136 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta

5.Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
: (S1 bidang Ekonomi/Sospol/ Hukum/yang serumpun )

6.Penelaah Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-
Empat)

7.Pengolah Data dan Informasi : D-3 (Diploma-Tiga)

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
4. Lembaran kerja
5. Buku catatan keuangan SPJ
6. Komputer, kalkulator, ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan verifikasi SPJ tidak berjalan dengan baik maka pengelolaan keuangan
akan mendapat temuan dari pihak pengawasan sehingga dapat menghambat kegiatan kantor
dan bahkan melumpuhkan aktivitas

Aktivitas Pelaksanaan verifikasi SPJ dicatat dan didata sebagai
dokumen atau bahan laporan keuangan dan pertanggung jawaban




SOP : Pelaksanaan verifikasi SPJ

PELAKSANA MUTU BAKU Ket
KEGIATAN Pengguna Penele}ah Pengolah PPTK/ Kelengkapan | Waktu
Anggaran PPK Te.I§n|s Data daq Petugas dan Peralatan Output
Kebijakan Informasi Urusan
1 2 3 4 5) 6 7 8 9
7. Petugas Urusan Membuat dan Mengumpulkan data Agenda kerja/ | 360 Data -
realisasi keuangan dan bukti bukti pengeluaran ( ) Tupoksi menit | dan
terkait SPJ Data, bukti bukti
pengeluaran pengel
uaran
8. PPTK Menyusun meneliti kelengkapan SPJ meliputi v Agenda kerja/ | 60 Berkas | -
bukti pengeluaran , pemeriksaan kebenaran, Tupoksi menit | SPJ
pencocokan dan perhitungan keuangan .per rincian > Data, bukti
kegiatan dan diparaf. i gt;r:ag\]eluaran
9. Mencermati kebenaran perhitungan keuangan, pajak Rancangan 60 Rancan | -
apabila ada pada SPJ yang diterima, kelengkapan SPJ menit | gan
dan lampiran lain yang diperlukan dalam rangka ;\> Buku SPJ
e . g penatausaha
verifikasi. Jika sudah benar diteruskan ke PPK dan an keuangan
jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai tdk
kesalahan
10. Menyerahkan hasil verifikasi ke PPK untuk dicermati. ya Rancangan 30 Rancan
Jika sudah sesuai akan diparaf kemudian diteruskan < SPJ menit | gan
ke Bendahara Pengeluaran dan jika belum, akan <> Buku SPJ
dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan. penatausaha
an keuangan
11.Bendahara Pengeluaran membuku SPJ Pengeluaran ya Hasil 30 SPJ -
yang sudah diverifikasi dan sudah benar pada BKU, Verifikasi menit
Fungsional dan Buku Per rincian Objek Komputer,
7 ATK
12. SPJ yang sudah dibuku oleh Bendahara Pengeluaran SPJ 10 SPJ
di serahkan ke Pengguna Anggaran untuk di ( ): i_cIJ_eruter, menit

tandatangani




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 49/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2019

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
i ATEREN GONDOMANAN

BERIF AN, S.L.P.. M.Si.
AEE7207111992031006

Nama SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota No. 136 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta

1. Mantri Pamong Praja: S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum
2. Mantri Anom: S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum

3. Ka. Subbag Keuangan dan PEP : D3 Ekonomi

4. Pengadministrasi Umum: SMA / SMK

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan Dokumen

1. Bukutentang Pedoman Tata Kearsipan Pemkot Yogyakarta
2. Buku Agenda

3. Lembar Disposisi

4. Kartu Kendali

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Keterlambatan informasi
2. Pengadministrasian surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa
ditindaklanjutitepat waktu

Surat Masuk harus dicatat dalam kartu kendali masuk.
Bila surat melalui E Office harus dikendali oleh pengadministrasi
umum melalui sistem




PELAKSANA MUTU BAKU Ket
KEGIATAN Pengadmini . Mantri Pgmong Ka Subbag Pengelola Persyaratan | Waktu
. Mantri Praja Keu dan kauangan, dan
strasi Anom PEP Aset, PPTK | Kelengkapa OLiTaE
Umum s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.Menerima, mencatat, memberi nomor LHP, -Buku 10 Surat tercatat
melanjutkan ke Mantri Anom S agenda menit | dalam terima
surat masuk. surat dan sudah
- Komputer diberi kode
14.Mantri Anom melanjutkan surat / LHP ke 15 Surat tercatat
Mantri Pamong Praja menit dalam terima
| surat dan sudah
diberi kode
15.Mantri Pamong Praja menerima surat / LHP 25 Surat tercatat
dan membaca isinya v menit | dalam terima
I: surat dan sudah
diberi kode
16.MendisposisiSurat / LHP untuk 10 Surat tercatat
iti iuti i i menit | dalam terima
ditindaklanjuti melalui Mantri Anom I_—L e
diberi kode
17.Menerima Disposisi surat masuk dari Mantri 1 hari Surat masuk
Pamong Praja melalui Mantri Anom , Komputer terdistribusi ke
menelii LHP dan menindaklanjuti untuk — pengolah dan
dikoordinasikan dengan tim pengelola N terca_ltatz | (|qu
keuangan dan aset,dilanjutkan koordinasi masinge pengola
dengan PPTK
18.Menyampaikan konsep jawaban atas LHP Komputer 30 Konsep jawaban
melalui Mantri Anom (verifikasi) untuk menit | LHP selesai
ditandatangani  Mantri Pamong Praja, diverifikasi  dan
kemudian ditandatangani Mantri PP < sydah .
ditandatangani
camat
19.Mengirimkan laporan tindak lanjut LHP Komputer 10 Jawaban LHP
menit | terkirim

kepada instansi terkait dan mengarsip

) 4




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)



L Dby A .{‘
D ¢ DOMANAN

SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP 050/SOP/GM/1V/2023
Tgl Pembuatan 5 April 2022

Tgl Revisi 17 April 2023

Tgl Pengesahan 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

@ AN. S.1.P.. M.Si.

.‘ “()71] 1992031006

Nama SOP

Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata kerja Kemantren dan Kelurahan.

9. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 135 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Y ogyakarta.

1. Mantri Pamong Praja
2. Mantri Anom
3. Kasubbag KPEP

: S1-S2
1 S1
: S1

4. Kasubag Umum dan Kepeg : S1

4. Staf

:SMA-DIII

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP tentang Penyusunan RENJA
2. SOP tentang Forum OPD

1. Buku Agenda
2. Ekspedisi

3. Aplikasi SIPD
dan jasa

4. Komputer
5. Dokumen Renja
6. Standarisasi Barang

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Kelebihan dalam pengganggaran melebihi plafon Indikatif akan di tolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan anggaran secara manual akan di tolak oleh SIM SIPD

1. Mantri Anom memberi paraf pada draf RKA yang sudah

diverifikasi




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i
9 Ka. Jawatan/Lurah (Ka. Sub Bagian Keu, Analis PEP Mantri Anom Mantri PP Kepala Persyaratan/ Waktu Output Ket.
(PPTK) PEP BPKAD Kelengkapan
Pengajuan usulan anggaran kegiatan sesuai dari Renstra/Renja, DPA
1 |Kelurahan dan masing-masing jawatan sesuai dengan Tahun Sebelumnya| 5, . |Usulan Draft
Tupoksi J RKA
Usulan Anggaran diserahkan ke Kasub Bag Keu dan * Renstra/Renja
PEP untuk dikoreksi, apakah sesuai dengan peraturan, * DPA Tahun
o ) . |Usulan Draft
2 |pagu dan kode rekening, jika sudah sesuai akan Sebelumnya 3 hari RKA
dirumuskan untuk draft usulan anggaran kegiatan (Pra + KUA-PPAS
RKA) SKPD
3 Perumusan draf usulan anggaran kegiatan (Pra RKA) Draft usulan RKA 3 hari Usulan Draft
SKPD RKA
4 |Entry Draf Pra RKA SKPD di SIPD Dratft usulan RKA 3 hari Pra RKA
5 |Verifikasi Draf Pra RKA Draft usulan RKA 1 hari Pra RKA
6 |Eksaminasi Rencana anggaran di TAPD Dratft usulan RKA 1 hari Pra RKA
Revisi Pra RKA berdasar hasil eksaminasi anggaran 4 .| Draftusulan
7 ] D lan RKA 1h
dengan TAPD, Oleh Tim Anggaran Kemantren. | raftustlan an RKA
b 4
Jika sudah direvisi diserahkan ke MPP untuk /
8 d!IandaIa.ngan RKA S.KPD., Jll.ka masih ada kekurangan Draft usulan RKA 1 hari RKA
dikembalikan untuk direvisi, jika sudah benar dan Tidak \
ditandatangani dilanjutkan pembahasan RKA SKPD
Pembahasan Rencana Anggaran oleh Komisi A DPRD
9 |Kota Yogyakarta, merevisi jika ada tanggapan dari Draft usulan RKA 1 hari RKA
komisi A Ya
10 |Penandatangan DPA SKPD > DPA 1 hari DPA
11 Penggandaan/Pengiriman Dokumen DPA SKPD ke DPA 1 hari DPA
TAPD
12 |Pengesahan DPA Kemantren Oleh TAPD D DPA 1 hari DPA




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTAYOGYAKARTA

SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP 51/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 5 April 2022
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI PAMONG PRAJA
K FERREN GONDOMANAN
BERYF AN, S LP.. M.Si.
IB#7207111992031006
Nama SOP Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
tugas, fungsi dan Tata kerja Kemantren dan Kelurahan.

3. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Menguasai ketentuan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan pengumpulan data kinerja tidak berjalan dengan baik maka pelaksanaan kegiatan
akan mendapat temuan dari pihak pengawasan sehingga dapat menghambat kegiatan kantor dan bahkan
melumpuhkan aktivitas

Aktivitas Pelaksanaan pengumpulan data Kinerja dicatat
dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan keuangan
dan pertanggung jawaban




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i i
g Mantri Anom Ka. Sub Bagian | Tim Penyusun Analis PEP Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Keu, PEP SAKIP Kelengkapan
Mantri Anom Memerintahkan untuk mengumpulkan data TimPenyusun SAKIP
kinerja. DraftTim  |tersiri dari MPP
< > r o . ;
1 Strukuur Organisasi 15 Menit [ Penyusun  |Mantri Anom, PPTK
SAKIP dan Sub Bag
Keuangan PEP
Kepala Sub Bagian Keuangan, PEP membentuk Tim Draf Tim Penyusun . .
2 |Penyusun SAKIP yang bertugas mengumpulkan data SAKIP 1 hari SK Tim
kinerja
Tim Penyusun SAKIP Menyusun rencana kegiatan, Flienlc;:a
3 |pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pegolahan data Data Kinerja 3 hari cgiaian
kinerja pengumpulan
' data
Menghimpun data kinerja jika laporan kegiatan sudah X
sesuai, maka Ka Sub Bag Keu PEP menyusun konsep / \ Hasil
4 [laporan dan melaporkan kepada Mantri Anom, Jika ada Data Kinerja 1hari | pengumpulan
Laporan Kegiatan yang belum sesuai dikembalikan ke Ya \/ Tidak data
Tim Penyusun SAKIP untuk diperbaiki
Laporan Kasubbag kepada Mantri Anom terkait hasil Konsep .
o Konsep Laporan .| laporan hasil
5 |pengumpulan dan pengolahan data kinerja dan o 1 hari
. Data Kinerja pengumpulan
melakukan rapat Internal dengan Tim
data
s |Hasi Pengumpulan dan pengolahan data disusun D Data kinerjayang | . |Laporan yang
menjadi Laporan SAKIP telah diparaf telah di tid




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP 52/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 13 Desember 2022

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh MANTRI P/ ‘\M(NG PR~\1 »\
- S.1.P.. M.Si.
Sy -_:1" ”()71! 1992031006
Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Walikota Yogyakarta 71 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 68 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta 71 tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

2. Peraturan Walikota Nomor 121 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022, tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2023

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran 2023

1. Mantri Pamong Praja : S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun. Diutamakan dengan
latar belakang pendidikan S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum

2. PPK-SKPD : S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun. Diutamakan dengan
latar belakang pendidikan S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum

3. Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan : D3 Ekonomi, SMA/SMK Ekonomi

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengajuan SPP dan SPM Bendahara Pengeluaran SKPD
2. SOP Pengajuan SP2D Bendahara Pengeluaran SKPD
3. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar

7. Komputer
8. Printer
9. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Ketidakakuratan dokumen sumber akan menyebabkan laporan keuangan SKPD tidak
valid

2. Keterlambatan pelaporan keuangan akan menyebabkan konsolidasi tingkat kota akan
terhambat

1. Bukti transaksi dicatat dalam Buku Jurnal LRA, Jurnal LO dan Jurnal Umum serta
diposting dalam Buku Besar

2. Proses pencatatan dalam Buku Jurnal mendasarkan pada Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i
g Pelaksana? PPK SKPD Mantri . Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Akuntansi Pamong Praja Kelengkapan
Bendahara Pengeluaran menyerahkan
Meneri lisa dokumen-doki i Bendahara Pengel i
enerima dan menganalisa dol urpen okumen dari Bendahara elnge uaran, BKU, STS, Laporan Rekap STS, SP2D, Buki Kas SP2D,.bukn kas pengeluaran,SSP, BKU, Laporan
Pengurus Barang/PPKom, kemudian Membukukan semua transaksi dalam Fungsional, Pengurus Barang Pengguna/PPKom
. Barang dan Rekap Pengeluaran, SSP, ! )
Buku Jurnal Pengeluaran kas, Membukukan semua transaksi dalam Buku Belania Bulanan Penaeluaran Barana. BA menyerahkan tanda buki Penerimaan/
1 |Besar/ Buku Pembantu dan Neraca Saldo, Menyesuaikan dengan menyusun I ' 210 Menit|" "9 9. pengeluaran barang/BA serah terima/dokumen-
, ! ) Buku Jurnal, Buku Serah terima, Jurnal i ; .
Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup dan Jurnal Pembalik kemudian dokumen penting lainnya dan laporan mutasi
A ) . Besar Pengeluaran,Buku Besar, )
menyerahkan, kepada PPK SKPD untuk diverifikasi dan diparafl ditandatangan barang yang sudah mendasarkan pada hasil
Neraca Salso, Jurnal Umum L
rekonsiliasi.
Menerima , memverifikasi dan memarafmenandatangi, Buku Jurnal, Buku
2 Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup dan Jurnal Pembalik Buku Jurnal, Buku 60 menit Buku Jurnal, Buku Besar,
kemudian, menyerahkan kembali kepada Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Besar, Neraca Saldo Neraca Saldo terverifikasi
untuk menyusun laporan
Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Realisasi Anggaran, Laporan LRA, LO, LPE, Neraca,
3 |Operasional ,Laporan Perubahan Ekuitas , Neraca, CALK dan Semesteran DPA, Buku Besar 60 menit [CALK, Laporan Realisasi
kemudian diserahkan kepada PPK OPD untuk diverifikasi dan diparaf Semesteran
Menerima , memverifikasi kalau belum benar akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya Tidak Draf Laporan
4 |dan jika sudah benar memaraflaporan keuangan dan kemudian menyerahkan 90 menit [Laporan Keuangan
. . ) . Keuangan
ke Mantri Pamong Praja untuk ditandatangani \/
Menerima, menandatangani Laporan Keuangan dan diserahkan kembali ke Draf Laporan .
5 ) 30 menit [Laporan Keuangan
Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6 Menerima kembali Laporan Keuangan untuk dikirim ke Bagian Akuntansi ( ) ¢ Draf Laporan 15 menit

Pelaporan BPKAD

Keuangan

Laporan Keuangan




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN GANTI UANG (GU)



Nomor SOP 53/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 5 April 2022

Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA
KEANEREN GONDOMANAN

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA
SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
Nama SOP Penatausahaan Pengeluaran Uang Persediaan
(UP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata kerja Kemantren dan Kelurahan.

3. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

4. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran
Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Menguasai ketentuan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaktelitian pembuatan dokumen SPJ akan menyebabkan berkas SPP dan
SPM beserta kelengkapannya dikembalikan oleh verifikator, sehingga dapat
menghambat kegiatan kantor dan bahkan melumpuhkan aktivitas kegiatan.

Aktivitas Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Uang Persediaan (UP)
dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan keuangan dan
pertanggung jawaban




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PPTK/Pet Bendah Mantri Carakal staf | P tan/
J 9% | Verifikator | o o' | ppK SKPD antn | Larakarstal| rersyaratahl | ity | output | Ket.
Urusan Pengeluaran Pamong Keuangan | Kelengkapan
PPTK bersama Petugas Urusan melaksanakan kegiatan
i i i Kelengkapan
| [sesuai tatakala, Mencatat dalam buku keglatannya'kemudlan ( ] gkap 840 Menit|SPJ kegiatan
Membuat dan menyerahkan SPJ pelaksanaan kegiatan SPJ
kepada verifikator Keuangan
Verifikator Memverikasi Kelengkapan SPJ pelaksanaan )
kegiatan, Jika masih ada kekurangan dikembalikan kepada /\ Ya Kelengkapan Dokumen
2 |PPTK, jika sudah lengkap dan benar diserahkan kepada Tdak \/ Py 120 Menit Spy
Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan
Bendahara Pengeluaran Memasukkan dalam buku Kas
Umum (BKU), Membuat Surat Permintaan Pembayaran Kelengkapan BKU
3 ) . L 120 Menit|bendahara
(SPP) dalam Sistem SIPD dan dimintakan verifikasi kepada SPJ
tercatat
PPK
PPK Memverifikasi SPP, Jika belum lengkap dikembalikan /\ va
4 kepada bendahara Pengeluaran, Jika sudah lengkap dan Kelengkapan 30 Menit Dokumen
benar dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tidak \/ SPJ SPP
dimintakan tandatangan kepada PPK dan Mantri Pamong
Dok Dok
5 [Mantri Pamong Praja Menandatangani SPM oxumen 15 Menit oxumen
lengkap SPM
Kelengkapan dokumen SPP dan SPM dicek Kembali oleh
Bendahara, jika sudah lengkap dan benar dikirim ke BPKAD, Dok Dok
6 |jika masih kurang Bendahara Pengeluaran melengkapi SPP Tidak / oxumen 30 menit oxumen
dan SPM lengkap SPM
Ya
Mengirimkan SPM beserta kelengk ke pet >< >
e.ngmm an es.e a kelengkapannya ke petugas Dokumen |pokumen
7 |Verifikator SPM pada bidang perbendaharaan BPKAD untuk lenaka 15 menit SPM
selanjutnya dibuatkan SP2D dan seterusnya grap




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMINJAMAN BARANG INVENTARIS



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP 54/ SOP/ GM/1V/2023
Tanggal Pembuatan 3 Mei 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh

MANTRI PAMONG PRAJA

Nama SOP Pinjam Barang Inventaris

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan tata kerja sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor. 122 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Pengurus Pengguna Barang

2. Penatausahaan Barang / Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. PPTK/Petugas Urusan

4. Bendahara Pengeluaran

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembaran Kerja
2. Komputer, Kalkulator, ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan antara Peminjam barang dengan Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengguna tidak berjalan baik maka akan menghambat laporan
dan mendapat temuan dari pihak pengawas , juga perlu adanya koordinasi dengan
seluruh bagian yang terkait

Semua aktifitas mulai dari Peminjaman hingga di masukannya data
barang kedalam buku pinjam barang menjadi kegiatan utama dalam
laporan aset tetap baik semesteran maupun tahunan.




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Peminjam

Pengurus Barang Pengguna,
Penatausahaan Barang /
Kasubag Umum dan
Kepegawaian

Mantri PP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Pengajuan Surat Peminjaman Barang Inventraris yang di
tujukan kepada Mantri Pamong Praja

D

Surat Permohonan peminjaman
barang, FC identitas peminjam, No
HP Peminjam

60 menit

Mengecek ketersediaan barang yang akan di pinjam

Surat Permohonan peminjaman
barang, FC identitas peminjam, No
HP Peminjam, Buku Inventaris

60 menit

Persetujuan dari Mantri Pamong Praja

Tidak

Ya

Surat Permohonan peminjaman
barang, FC identitas peminjam, No
HP Peminjam, Buku Inventaris,
Buku Peminjaman

60 menit

Setelah mendapat persetujuan peminjaman barang , Pengurus
Pengguna Barang / Penatausahaan Barang mempersilahkan
peminjam barang untuk mengisi daftar barang yang di pinjam
ke dalam buku pinjam

A

Surat Permohonan peminjaman
barang, FC identitas peminjam, No
HP Peminjam, Buku Inventaris,
Buku Peminjaman

30 menit

Barang diserahkan kepada peminjam, dikembalikan sesuai
batas waktu yang ditentukan

Surat Permohonan peminjaman
barang, FC identitas peminjam, No
HP Peminjam, Buku Inventaris,
Buku Peminjaman

30 hari

Total Waktu

30 hari
240 menit




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN LANGSUNG (LS)



KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP 55/SOP/GM/IV/2023

Tanggal Pembuatan 5 April 2022

Tanggal Revisi 17 April 2023

Tanggal Efektif 3 Mei 2023

Disahkan Oleh
MANTRI PAMONG PRAJA

SUBKRYF AN, S.1LP.. M.Si.
NIE7207111992031006

Nama SOP Penatausahaan Pengeluaran Langsung
(LS)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, tugas, fungsi dan Tata kerja Kemantren dan Kelurahan.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Menguasai ketentuan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaktelitian pembuatan dokumen SPJ akan menyebabkan berkas SPP dan SPM
beserta kelengkapannya dikembalikan oleh verifikator, sehingga dapat menghambat
kegiatan kantor dan bahkan melumpuhkan aktivitas kegiatan.

Aktivitas Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Langsung (LS)
dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan keuangan dan
pertanggung jawaban




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PPTK/Pet Bendah Mantri  |Carakal staf| P tan/
Y SU9%S | Verifikator | —onoanar® | ppyggpp | o |varakaistal) versyaratant 1oy | output Ket,
Urusan Pengeluaran Pamong | Keuangan | Kelengkapan
PPTK bersama Petugas Urusan melaksanakan kegiatan
i [ < ) Kelengkapan

1 sesuai .tatakala, Mencatat dalam buku kegiatannya ) gkap: 840 Menit|SPJ kegiatan
kemudian Membuat dan menyerahkan SPJ pelaksanaan SPJ
kegiatan kepada verifikator Keuangan
Verifikator Memverikasi Kelengkapan SPJ pelaksanaan
kegiatan, Jika masih ada kekurangan dikembalikan kepada /\ Ya Kelengkapan Dokumen

2 |PPTK, jika sudah lengkap dan benar diserahkan kepada Tidak \/ Py 120 Menit Py
Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan
Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BKU

Kelengkapan .

3 |berdasarkan dokumen kelengkapan SPJ yang telah 120 Menit|bendahara
terverifikasi dan SPP dimintakan verifikasi kepada PPK SPJ tercatat
PPK Memerifikasi SPP, Jika belum lengkap dikembalikan /\ va

4 kepada bendahara Pengeluaran, Jika sudah lengkap dan Kelengkapan 30 Menit Dokumen
benar dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tidak \/ SPJ SPP
dimintakan tandatangan kepada PPK dan Mantri Pamong

, , _ Dokumen .. |Dokumen

5 |Mantri Pamong Praja Menandatangani SPM 15 Menit

lengkap SPM
Kelengkapan dokumen SPP dan SPM dicek Kembali oleh /\‘
Bendahara, jika sudah lengkap dan benar dikirim ke Dokumen _ |Dokumen

6 BPKAD, jika masih kurang Bendahara Pengeluaran Tidak \/ lengkap 30 menit SPM
melengkapi SPP dan SPM

Ya
Mengirimkan SPM beserta kelengk ke pet
ehg|r|m an es.e a kelengkapannya ke petugas Dokumen |pokumen

7 |Verifikator SPM pada bidang perbendaharaan BPKAD untuk lenaka 15 menit SPM

selanjutnya dibuatkan SP2D dan seterusnya gkap




LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRIPAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL © 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN (UP)



Ty

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN

Nomor SOP 56/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 5 April 2022
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh
MANTRI PAMONG PRAJA
Nama SOP Penatausahaan Pengeluaran Uang Persediaan

(UP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata kerja Kemantren dan Kelurahan.

3. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran
Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Menguasai ketentuan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaktelitian pembuatan dokumen SPJ akan menyebabkan berkas SPP dan
SPM beserta kelengkapannya dikembalikan oleh verifikator, sehingga dapat
menghambat kegiatan kantor dan bahkan melumpuhkan aktivitas kegiatan.

Aktivitas Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Uang Persediaan (UP)
dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan keuangan dan
pertanggung jawaban




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Bendahara Mantri | Carakal staf| Persyaratan/
: PPK SKPD ! U Waktu | Output Ket.
Pengeluaran Pamong | Keuangan | Kelengkapan
Berdasarkan SK Walikota tentang Penetapan Besaran
Usna Persedi «a Bendahara P | buat C\ Keputusan Dokumen
ang Persediaan maka Bendahara Pengeluaran membua :
g |oangrerse d | — Walikota |60 menit |SPP dan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP) dalam Sistem
- o Yogyakarta SPM
SIPD dan dimintakan verifikasi kepada PPK
Memverifikasi SPP Jika masih salah dikembalikan kepada
bendahara Pengeluaran Jika sudah betul, maka dibuatkan /\ Dokumen Dokumen
2 |surat Perintah Membayar (SPM) dan dimintakan Tiaak Ya lengkap 30 menit | SPP dan
tandatangan kepada PPK dan Mantri Pamong Praja SPM
Mantri Pamong Praja Menandatangani SPM Dokumen vokumen
3 Tidak 10 menit |SPP dan
lengkap <P
Kelengkapan dokumen SPP dan SPM dicek Kembali oleh \
Bendahara Pengeluaran, jika sudah lengkap dan benar < Dokumen . Dokumen
4 |dikirimkan ke BPKAD, Jika belum lengkap dan benar / lengkap 10 menit |SPP dan
diperbaiki dan dikembalikan ke PPK ‘a SPM
Kurir Mengirimkan SPM beserta kelengkapannya ke Dokumen Dokumen
5 |petugas Verifikator SPM pada bidang perbendaharaan ﬁ‘ ) lenaka 30 menit [SPP dan
BPKAD untuk selanjutnya dibuatkan SP2D dan seterusnya grap SPM




LAMPIRAN . KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GONDOMANAN
NOMOR : 043/KPTS/GM/V/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN TAMBAH UANG (TU)



Ty

KEMANTREN GONDOMANAN
KOTAYOGYAKARTA

SUB BAG KEUANGAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP 57/SOP/GM/IV/2023
Tanggal Pembuatan 5 April 2022
Tanggal Revisi 17 April 2023
Tanggal Efektif 3 Mei 2023
Disahkan Oleh
MANTRI PAMONG PRAJA
5 TAANERREN GONDOMANAN
Wﬁ:ﬁ Vv
ARI AN, S.1.P.. M.Si.
QE#97207111992031006
Nama SOP Penatausahaan Pengeluaran Tambah

Uang (TU)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, tugas, fungsi dan Tata kerja Kemantren dan Kelurahan.

3. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Menguasai ketentuan yang berlaku

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaktelitian pembuatan dokumen SPJ akan menyebabkan berkas SPP dan SPM
beserta kelengkapannya dikembalikan oleh verifikator, sehingga dapat menghambat
kegiatan kantor dan bahkan melumpuhkan aktivitas kegiatan.

Aktivitas Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Ganti Uang (GU)
dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan keuangan dan
pertanggung jawaban




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PPTK/Petugas Bendahara Mantri  [Carakal staf| Persyaratan/
J U935 | \erifikator PPK SKPD : . Waktu | Output Ket.
Urusan Pengeluaran Pamong | Keuangan | Kelengkapan
Kelengkapan
1 |Mengajukan besaran dana dan rencana penggunaan dana @ SPy geap 840 Menit[SPJ kegiatan
Verifikator Memverifikasi dan konfirmasi rencana
penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan. /\ Ya Kelenak Dok
) elengkapan 120 Menit okumen
Tidak SPJ SPJ
Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam
Sistem SIPD berdasarkan rencana penggunaan dana yang Kelengkapan BKU
3 . . L P 120 Menit|bendahara
telah terverifikasi dan selanjutnya SPP dimintakan verifikasi SPJ
kepada PPK tercatat
PPK Memuerifikasi SPP, Jika belum lengkap dikembalikan /\ va
4 kepada bendahara Pengeluaran, Jika sudah lengkap dan Kelengkapan 30 Menit Dokumen
benar dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tidak \/ SPJ SPP
dimintakan tandatangan kepada PPK dan Mantri Pamong
Dokumen Dokumen
5 |Mantri Pamong Praja Menandatangani SPM . 15 Menit .
lengkap SPM
Kelengkapan dokumen SPP dan SPM dicek Kembali oleh
Bendahara, jika sudah lengkap dan benar dikirim ke = < Dokumen _ |Dokumen
6 BPKAD, jika masih kurang Bendahara Pengeluaran Tidak / lengkap 30 menit SPM
melengkapi SPP dan SPM
Ya
Mengirimkan SPM beserta kelengk ke pet
e.nglnm an es.e a kelengkapannya ke petugas Dokumen  |bokumen
7 |Verifikator SPM pada bidang perbendaharaan BPKAD untuk lenaka 15 menit SPM
selanjutnya dibuatkan SP2D dan seterusnya grap










